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PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITASKEGIATAN PERKREDITAN

(Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Utama Padang)

Skripsi S-1 Oleh: Voni Astasari, Pembimbing: Dra. Hj. Rahmi Desriani, M.Si, Ak

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pel aksanaan
audit operasional yang diterapkan Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai
hasil interpretasi terhadap SPFAIB dan untuk mengetahui peranan audit
operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank
Nagari Cabang Utama Padang. Pendlitian ini menggunakan pendekatan studi
kasus dengan metode deksriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan audit
operasional pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Data yang digunakan
adalah data primer berupa hasil wawancara dengan auditor interna kredit dan
bagian lain yang terkait dan data sekunder yaitu kualitas kredit modal kerja yang
diperoleh dari bagian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
audit operasional telah memadai dimana audit operasional telah mengikuti
standar-standar minimal yang ditetapkan Bank Indonesia yang tentunya
disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut. Audit operasiona telah cukup
berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. Hal ini bisa dilihat
dari peningkatan performing loan dari 91% menjadi 93% pada tahun 2010 yang
artinyaterjadi penurunan NPL sebesar 2% dari tahun 2009.

Kata Kunci : Audit Operasional, Efektivitas, Kegiatan Perkreditan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perbankan di Indonesia dihadapkan pad&at persaingan yang
semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanyadiesintar bank, tetapi juga datang
dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengenkiangroduk-produk keuangan
baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup peedatusaha perbankan tersebut
membuat masing-masing lembaga perbankan harusniimlantuk memenangkan
persaingan bisnis. Oleh karena itu, lembaga pedrangerlu meningkatkan
kinerjanya untuk dapat bertahan dalam situasikasau memenangkan persaingan
dalam era globalisasi. Pelaku bisnis harus selajureenghadapi berbagai perubahan

yang terjadi dengan cepat.

Selain persaingan yang semakin ketat, perbankamdalenjalankan kegiatan
bisnisnya juga dihadapkan pada berbagai macanoriditenurut PBI (Peraturan
Bank Indonesia) No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerdpanajemen Risiko Bagi Bank
Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang hadisadapi Bank dalam aktivitas

bisnisnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Risiko Kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan
(counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat befsemdari

berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkeedi(penyediaan dana),



treasury dan investasi serta pembiayaan perdagayeam tercatat dalam

banking booknaupuntrading book.

. Risiko Pasar yaitu risiko yang timbul karena adgpsregerakan variabel pasar
dari portofolio yang dimiliki Bank, yang dapat mgikan Bank &dverse
movement Risiko pasar antara lain terdapat pada aktiviiagsional Bank
seperti kegiatan treasury dan investasi dalam kesutat berharga dan pasar
uang maupun penyertaan pada lembaga keuangandaipegyediaan dana
(pinjaman dan bentuk sejenis) dan kegiatan pendadaa penerbitan surat

utang serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

. Risiko Likuiditasyaitu risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu
memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risikoiditas dapat melekat
pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaaanagd, treasury dan

investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang.

. Risiko Operasional yaitu risiko yang antara laisetiabkan ketidakcukupan
dan atau tidak berfungsinya proses internal, kbaalananusia, kegagalan
sistem atau adanya masalah ektern yang mempengapahasional Bank.
Risiko operasional dapat melekat pada setiap #ksiviungsional Bank,
seperti kegiatan perkreditan (penyediaan danagsurg dan investasi,
operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, meardalan instrumen
utang, teknologi sistem informasi dan sistem infasmmanajemen dan

pengelolaan sumber daya manusia.



5. Risiko Hukum risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan agpaédis
yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hulketiadaan peraturan
perundang-undangan yang mendukung atau kelemah&atpa seperti tidak
dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatamnayg yang tidak

sempurna.

6. Risiko Reputasiyaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adany
publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan as&8ank atau persepsi

negatif terhadap Bank.

7. Risiko Strategik, yaituisiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan
dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepaggmebilan keputusan bisnis

yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bankati&ap perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan B&dkk mematuhi atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangarketantuan lain yang

berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PB¥2@@sebut diketahui
bahwa sebagian besar risiko-risiko bank bersumbé&r lketgiatan operasional yang
dijalankan. Untuk meminimalkan risiko-risiko tersébmaka perbankan perlu
bertindak rasional dalam arti lebih memperhatikasatah efektivitas kegiatan yang
dijalankan. Hal ini sangat penting untuk dilakukaarena dunia perbankan saat ini

juga dihadapkan pada kompetisi yang bertambah. ketat



Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional balak teerjalan dengan
baik sekaligus memberikan perbaikan atas segalar&egan yang ditemukan dalam
rangka menunjang efektivitas, maka bank perlu médak suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasional yang dijalankanhSsdtu alat yang dapat digunakan
bank dalam memastikan aktivitas bank telah berjalamgan baik dan menunjang

terwujudnya efektivitas kegiatan operasional pekbaradalah audit operasional.

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan mentgerdan mengevaluasi
bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegia operasi entitas dalam
hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.t Aapmirasional menyangkut
serangkaian langkah atau prosedur yang logisru&tst, dan terorganisasi. Aspek
ini meliputi perencanaan yang baik, serta perolelsnevaluasi bukti secara objektif
yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. Eagiluatas operasi ini harus
didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkam disepakati. Dalam audit
operasional, kriteria seringkali dinyatakan dalamntok standar kinerja yang

ditetapkan oleh manajemen (Boynton, Johnson, KB

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 10 Talfif8 ltentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 188fang perbankan,
dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang memghdana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadganadsit dalam bentuk kredit
dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatai hidup rakyat banyak. Dari
penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bank aepagantara keuangdfinancial

intermediary institutionidak hanya mempunyai tugas menghimpun d&mading)
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dari masyarakat, akan tetapi bank juga harus merkai dana(landing) dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiaydarancing) sebagai tugas pokoknya.
Pelaksanaan tugas pokok ini diwujudkan bank dengemtaksanakan kegiatan
perkreditan yaitu dalam rangka menyediakan dana p#gk-pihak deficit unit

(membutuhkan dana).

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentulsat laank. Kredit
pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang dipeeaan bank untuk dipinjamkan
kepada debitur sebagian besar adalah merupakaantitnasyarakat yang berbentuk
deposito, tabungan, dan giro. Oleh karena itu Bhakus berusaha keras untuk
mengelola aset tersebut agar kualitas kredit mesgldat dalam arti produktif dan
collectable sehingga bank dapat menjamin keamanan dana maayamakg telah
disimpan di bank dan juga dapat memberikan kamdripendapatan yang besar bagi

bank.

Bank tidak dapat terlepas sama sekali dari risikedik bermasalah. Bank
harus berusaha menekan risiko munculnya kasuseitendah mungkin. Secara
singkat dapat dikatakan bahwa usaha menekan nsikaculnya kredit bermasalah
dapat dilakukan dengan jalan menjaga mutu kreditgydisalurkan. Salah satu
ketentuan yang mengatur tentang kredit bermasaldtartk adalah ketentuan dari
Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa Non Perfgrmhman’s (NPL's) tidak
lebih dari 5% terhadap total baki debetnya. Ketemtuni mengisyaratkan agar bisnis

perbankan bisa tetap berjalan bahkan meningkat pkak sebagai lembaga
5



intermediasi mampu melaksanakan kegiatan perkrediengan menganut prinsip

kehati-hatiar(prudental principle).

Dengan adanya unsur risiko dan Kketidakpastian aasaldalam
mengembalikan kredit yang telah diterimanya, maigpertikan suatu pemeriksaan
berkelanjutan atas kegiatan perkreditan untuk mekepg risiko yang mungkin
timbul. Pihak bank perlu meningkatkan kualitas peksean kegiatan penyaluran
kredit untuk memperkecil timbulnya kredit bermakatehingga tingkat kolektibilitas
kredit dapat ditingkatkan. Salah satunya adalalyaemenerapkan audit operasional

yang memadai atas kegiatan perkreditan yang téhrmkan.

Meningkatnya aktivitas dunia usaha menimbulkan &gabkebutuhan, antara
lain kebutuhan dana untuk keperluan membangun ratmperluas bidang usaha.
Tambahan dana kadang tidak seluruhnya dapat dgbedari perusahaan itu sendiri,
tetapi juga diperoleh dari pihak luar perusahadtuyambaga keuangan khususnya
perbankan. Dengan demikian perkembangan dunia ubahazs diikuti dengan
perkembangan perbankan sebagai lembaga penunjangetalorong kelancaran

usaha.

Seperti halnya Bank Nagari Cabang Utama Padang iyengpakan lembaga
perbankan yang menyediakan pembiayaan untuk kegiegtaha nasabahnya, telah
berkomitmen untuk menjadi Bank Pembangunan Daerahg yterkemuka di
Indonesia dan menjadi tuan rumah di Ranah Minamgale mengembangkan UKM

sebagai kekuatan penggerak perekonomian Sumaterat. Beesuai kebijakan



Gubernur Sumatera Barat, Bank Nagari juga berteikadk kembali menggeliatkan
UKM pasca bencana alam gempa bumi di Sumbar, 3Gefbpr 2009 lalu.
Komitmen dan tekad tersebut diwujudkan salah satulgngan menyediakan kredit

bagi masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkanwddok kegiatan usahanya.

Kemampuan Bank Nagari Cabang Utama Padang selsghafja pemberi
kredit tergantung pada kemampuan bank dalam medarnk dari masyarakat dan
menyalurkannya kepada masyarakat atau perusahassapaan yang membutuhkan
pembiayaan dengan tingkat kolektibilitas kredit ydimggi. Untuk mencapai tujuan
tersebut sekaligus mewujudkan komitmennya sebagadgrong berkembangnya
perekonomian Sumatera Barat khususnya, maka keg@ekreditan merupakan
salah satu kegiatan utama Bank Nagari Cabang Padertgperlu dievaluasi secara
berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan audit sjpm@. Dengan efektifnya
kegiatan perkreditan dalam arti tercapainya sagagagaluran kredit dengan kualitas
kredit yang tinggi, diharapkan Bank Nagari mampuukntetap menjadi lembaga

perbankan yang mendorong berkembangnya perekonating&mmatera Barat.

Dari kondisi yang telah diuraikan di atas, Pentgigarik untuk mengetahui
lebih jelas mengenai audit operasional pada pedragéikni Bank Nagari khususnya
dalam kegiatan perkreditan. Bertitik tolak dari tesebut, maka Penulis melakukan
penelitian dengan judulPeranan Audit Operasional dalam Meningkatkan
Efektivitas Kegiatan Perkeditan (Studi Kasus pada Bnk Nagari Cabang Utama

Padang)”.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi ramusasalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit operasional kegiatatkreggan yang

dijalankan Bank Nagari Cabang Utama Padang?

2. Apakah pelaksanaan audit operasional kegiatan guithn yang dijalankan

Bank Nagari Cabang Utama Padang telah memadai?

3. Bagaimana peranan audit operasional dalam menkeaykatfektivitas

kegiatan perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Rp@an

1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini athal

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapanapetésional kegiatan

perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Untuk mengetahui apakah audit operasional kegiaeakreditan Bank Nagari

Cabang Utama Padang telah memadai.

3. Untuk mengetahui peranan audit operasional dalanmingkatkan efektivitas

kegiatan perkreditan



Sedangkan manfaat yang diharapkan akan dapat dioatelui penelitian ini

adalah:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapgtinakan sebagai
masukan dan memberikan gambaran tentang pentingunga operasional
dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaanitast manajemen

dalam mencapai efektivitas kegiatan perkreditan.

2. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian diharapkaapat meningkatkan
pengetahuan tentang audit operasional, khususnge @getivitas perkreditan

bank.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapatirthkan sebagai bahan
referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjatier informasi dan

bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.4Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitiariuk jenis Kredit Modal
Kerja (KMK). Jadi, tinjauan terhadap audit operasiodibatasi pada pelaksanaan
pemeriksaan atas kegiatan perkreditan Bank Nagabady Utama Padang dalam
menyalurkan Kredit Modal Kerja dan peranannya dafaeningkatkan efektivitas

penyaluran Kredit Modal Kerja.



1.5Sistematika Penulisan

Pada bab satu adalah pendahuluan, terdiri atas liaggan, yaitu latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaatip@nebatasan penelitian dan
sistematika penulisan. Dalam bab ini dijelaskan geeai latar belakang
dilakukannya penelitian, masalah yang diangkatyaiuj dilakukannya penelitian
berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta atagpéaelitian bagi berbagai

pihak.

Bab dua adalah landasan teori dan tinjauan pereligrdahulu. Dalam bab
ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori damnditir yang mendukung penelitian
ini, seperti konsep audit operasional, bank, pelitaa dan efektivitas kegiatan
perkreditan. Dalam bab ini juga diuraikan secamegk@as mengenai penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan audit operasional.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang beristieatang objek penelitian,

metode penelitian, teknik pengumpulan data, dahsadata.

Bab empat merupakan bagian pembahasan. Pada bagiamenjelaskan
tentang gambaran umum perusahaan, audit operasi@r dijalankan serta

perbandingan dengan teori yang ada.

Bab yang terakhir adalah bagian penutup. Bab imisiian kesimpulan,

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penefigéamjutnya.
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BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Auditing

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditipgrikut ini akan
dikemukakan definisi-definisi auditing yang diambdari beberapa sumber.

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010 : 9) atal

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistennatik memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai peaayapernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan umbgketapkan tingkat
kesesuaian anatara pernyataan-pernyataan tersaigdrdkriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepgdmakai yang

berkepentingan”.

Pengertian atau definisi menurut Arens et al ( 2@)&dalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of @gemce about information
to determine and report on the degree of correspond between the
information and established criteria. Auditing stebbe done by a competent,
independent person.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi buktiategtinformasi untuk
menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian amf@naasi itu dan kriteria yang
telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh ngrayang kompeten dan

independen. Dari definisi di atas, dapat disimpulkaberapa aspek dari audit, yaitu :

1. Dalam audit dilakukan tindakan-tindakan menyimpuolka@accumulatg

mengevaluasidvaluatg, menentukandeterming, dan melaporkanéport).
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2. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasiamhalbentuk yang dapat
diverifikas dan beberapa standédriteria) yang dapat digunakan auditor untuk

mengevaluasi informasi tersebut.

3. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memgérdiukti dengan kualitas
dan jumlah yang mencukupi. Buk(evidence)adalah setiap informasi yang
digunakan auditor untuk menentukan apakah informasg diaudit dinyatakan

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahanitiria yang digunakan dan
harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumbatkti yang akan

dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepatadetemeriksa bukti itu.

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit adalah

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh sertaqyevatuasi bukti secara
objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peasekonomi, dengan
tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sertaygm@paian hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersedapat diuraikan

sebagai berikut:
1. Suatu proses sistematis berupa serangkaian laragéah proses yang
logis, terstruktur, dan terorganisir.

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objelifiti memeriksa

dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksessebtut tanpa
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memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhpdaprangan (atau
entitas) yang membuat asersi tersebut.

. Asersi tentang kegiatan dan peristiwva ekonomi netap representatif
yang dibuat oleh perorangan atau entitas.

. Derajat kesesuaian menunjuk pada pendekatan di raseesi dapat
diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria gaslah ditetapkan.

. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-stangng digunakan
sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan.

. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan textying menunjukkan
derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria tgdaig ditetapkan.

. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yaegggunakan

(atau mengandalkan) temuan-temuan auditor.

2.1.2 Tipe Audit

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembaigiadimaksudkan untuk

menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapagah diadakannya suatu

kegiatan audit tersebut.

Mulyadi (2010 : 30-32) menyatakan auditing umumdigolongkan menjadi

3 golongan yaitu audit laporan keuangan, audit tkkéyaen, dan audit operasional.

1. Audit Laporan KeuangafFinancial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakuldeh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajlkearkliennya untuk
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menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporamdanatersebut.
Dalam laporan keuangan ini, auditor independen laierkewajaran
laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya denmesip pakuntansi

berterima umum.

. Audit Kepatuhar{Compliance Audit)

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untukemteikan apakah
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peratugtentu. Audit

kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

. Audit OperasionaOperational Audit)

Audit operasional merupakan review secara sistérkatgiatan organisasi
atau bagian dari padanya, dalam hubungannya detujasn tertentu.

Tujuan audit operasional adalah untuk :

a. Mengevaluasi kinerja

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan

c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindaddaih lanjut.
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2.2 Audit Operasional

2.2.1 Pengertian Audit Operasional

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit opeyaal adalah :

“suatu proses sistematis yang mengevaluasi eftdgiviefisiensi, dan
kehematan operasi organisasi yang berada dalamepeésgan manajemen
serta melaporkan kepada orang-orang yang tepdthassi evaluasi tersebut
beserta rekomendasi perbaikan.”

Bagian — bagian penting dari definisi ini adalabaggi berikut :

a.

Proses yang sistematis. Seperti dalam audit lap&erangan, audit
operasional menyangkut serangkaian langkah ataseguo yang logis,
tersruktur, dan terorganisasi.

Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atasaspei harus didasarkan
pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan diséipaka

Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Twjugama dari audit
operasional adalah membantu manajemen organisagi giaudit untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehemaiaarasi.

Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penetaparan audit
operasional yang tepat adalah manajemen atau dodatau badan yang
meminta audit.

Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti laporan dagioran keuangan,
audit operasional tidak berakhir dengan menyajikgroran mengenai
temuan. Pengembangan rekomendasi, sebanarnya, akenupalah satu
aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini.

15



Definisi audit operasional yang dikemukakan oleler’s et al (2008 : 13)

yaitu:

“An operational audit evaluates the efficiency agftectiveness of any part of

an organization’s operating procedures and method”.

Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensiefahtivitas setiap bagian
dari prosedur dan metode operasi organisasi. Apditasional lebih berorientasi ke
masa depan, artinya hasil dari penilaian berbaggiakan operasional tersebut
diharapkan dapat membantu manajemen dalam menkagkafektivitas pencapaian

tujuan yang ditetapkan oleh badan usaha.

Audit operasional menurut Strawser, Jerry R andelRdd. Strawser (2001 :

20-17) :

“Operational Auditing provides benefits to the orgzation by improving the

efficiency, economiy, and effectiveness of itsatfers”

Menurut American Institute of Certified Public Aecgtdans/ AICPA dalam

Strawser, Jerry R and Robert H. Strawser (200123)Q

“Operational audit is a systematic review of an argation activities....in
relation to specified objectives. The purpose ef éimgagement may be: (a) to
asses performance, (b) to identify opportunities ifoprovement, and (c) to
develop recommendation for improvement or furthetioa”.
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Dari definisi yang diberikan oleh AICPA tersebupdakita lihat bahwa audit
operasional merupakan suatu tinjauan yang sistermati aktivitas organisasi, hal ini

dilakukan untuk mencapai tujuan. Diantara tujuantyadalah untuk :

a. Menilai kinerja

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan

c. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atauatieegilebih
lanjut.

2.2.2 Kiriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional

Kesulitan utama yang umumnya dihadapi dalam aupérasional adalah
menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efsielan efektivitas organisasi.
Berbeda dengan audit keuangan, dalam audit opeedstmak terdapat kriteria

tertentu yang berlaku umum untuk setiap audit.

Kriteria adalah nilai-nilai ideal yang digunakanbagai tolak ukur dalam
perbandingan. Dengan adanya kriteria, pemeriksapatdnenentukan apakah suatu
kondisi yang ada menyimpang atau tidak dan kongisig diharapkan. Karena
pemeriksaan pada intinya merupakan proses perlgarmdentara kenyataan yang ada
dengan suatu kondisi yang diharapkan maka pada epeérasional pun diperlukan

adanya kriteria.
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Arens et al (2008 : 847) menyebutkan beberapariaiy@ng dapat digunakan

dalam audit operasional, yaitu :

1. Historical PerformancéKinerja Historis)
Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang difgasarkan pada
hasil audit periode sebelumnya. Gagasan di baliggenaan kriteria ini
adalah membandingkan apakah yang telah dilakukamentielebih baik”
atau “lebih buruk”. Manfaat kriteria ini adalah ah kriteria tersebut
mudah dibuat, tetapi mungkin tidak memberikan pagda mendalam
mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnyasahtwyang diperiksa
dalam melakukan sesuatu.

2. BenchmarkingKinerja yang dapat diperbandingkan)
Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkanl lyasig dicapai oleh
organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilai@stpsi masa lalu, tetapi
hasil penilaian menggunakan kriteria ini pun beltentu memberikan
gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasnakgerbedaan

situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dua organigng berbeda.

3. Enginereed Standard$tandar Rekayasa)
Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkandstarekayasa, seperti
penggunaan time and motion study untuk menentukayaknya output

yang harus diproduksi.
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4. Discussion and Agreemefidiskusi dan Kesepakatan)
Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan | hdskusi dan
persetujuan bersama antara manajemen dan pihakipihayang terlibat
dalam audit operasional.

Ruang lingkup audit operasional menurut Widjayamagroho (2001 : 19)

adalah :

“Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuarugshaan, lingkungan
perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi,npéessalan kadangkala

mencakup fasilitas fisik”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakaluruh aspek
manajemen (baik seluruh atau sebagaian dari prdgafitivitas yang dilakukan),
tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaaktjkp(kinerja), hasil dari kegiatan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karenautlif dilakukan tidak terbatas
hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan sggala bidang yang

berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasiatah pihak
manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi pexasahTujuan dari
pemeriksaan operasional adalah salah satunya demgldrat sampai mana kemajuan
dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operdsiisa dilihat oleh manajemen
perusahaan apa saja keterbatasan dari perusahapdiyaudit.
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Menurut Bayangkara, IBK (2008) :

“Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikksigiatan, program, dan
aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehirdgyggan rekomendasi
yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikas ggngelolaan berbagai
program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”.

Berkaitan dengan tujuan audit tersebut, titik benadit diarahkan terutama
pada berbagai objek audit yang diperkirakan dagagridaiki di masa yang akan
datang, di samping juga mencegah kemungkinan teyaderbagai kerugian. Audit
operasional dapat memberikan manfaat yang sangattibbagi kelanjutan suatu
organisasi kedepannya. Oleh karena itu, untuk pedi@anisasi sangat penting

dilakukannya audit operasional ini.

Menurut Tunggal, Amin Widjaya (2000) ada tiga tujudilakukannya audit

operasional yaitu :

1. Audit operasional dapat dijadikan sebagai alat kimengukur prestasi dari
setiap bidang-bidang yang dijadikan sebagai objekgriksaan. Kriteria

prestasi itu dinilai dari tingkat efektivitas daiseensi yang dicapai.

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Padt@aps akhir audit
operasional akan dihasilkan suatu laporan yang efesian mengenai hasil
pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Dengan ad&p@an ini, akan
membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasatahsyang timbul di

perusahaan.
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3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakehihl lanjut.

Masalah yang telah diidentifikasi dapat disajikaiegai dasar bagi pihak

manajemen untuk menyusun langkah-langkah perbaakan tindak lanjut

yang diperlukan.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tundgain Widjaya (2000),

audit operasional memberikan beberapa manfaatadaia sebagai berikut :

7.

Memberikan informasi yang relevan dan tepat wakttuki pengambilan
keputusan.

Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan,ralapdalam
pengendalian.

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemeg géarapkan,
rencana-rencana, prosedur serta persyaratan @ergemerintah.
Mengidentifikasi area masalah potensial pada taltapi untuk
menentukan tindakan yang akan diambil.

Menilai efisiensi pengguna sumber daya.

Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasgrerusahaan yang
telah ditetapkan.

Menyediakan tempat pelatihan personil dala faseagpperusahaan.

Dari uraian di atas, manfaat audit operasional rirtasi ke arah

peningkatan prestasi manajemen diwaktu yang ak&émglayang bermanfaat bagi

perusahaan itu sendiri. Hasil audit operasionakrdipkan menemui titik fokus

permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaanakegetisahaan.
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2.2.4 Tipe Audit Operasional

Menurut Arens et al (2008 : 844-845) ada 3 tipataygkrasional terdiri dari :

1. Audit Fungsiona(Functional Audits)

Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsii &dihh dalam suatu
organisasi, misalnya fungsi oengeluaran kas, pmaam kas, pembayaran
gaji. Audit fungsional memungkinkan adanya spesaaii oleh auditor.

Auditor yang merupakan staf dari internal auditatdpbih efisien memakai
seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidargbut. Tapi di

samping itu, audit fungsional memiliki kekurangaaity tidak dievaluasinya

fungsi yang saling berkaitan.

2. Audit OrganisasionglOrganizational Audits)

Audit organisasional menyangkut keseluruhan unigaoisasi, seperti
departemen, cabang, atau anak perusahaan. Peneldaanaudit ini adalah
seberapan efisien dan efektif fungsi-fungsi salimgrinteraksi. Rencana
organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinsikdivitas yang ada,

sangat penting untuk audit jenis ini.

3. Penugasan KhusiSpecial Assigments)

Penugasan khusus timbul atas permintaan manajesabimgga dalam audit
jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya adataknentukan penyebab
sistem EDP yang efektif, penyelidikan kemungkinaud dalam suatu divisi

dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya pata suatu barang.
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2.2.5 Tahap — Tahap Audit Operasional

Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 ®aber 1999 tentang
Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan St&sfaksanaan Fungsi Audit
Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedd&bm 5 (lima) tahap kegiatan
yaitu tahap persiapan audit, penyusunan prograiih, etaksanaan penugasan audit,
pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
1. Persiapan Audit

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik tagian audit dapat
dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlerdgiikan pada tahap persiapan
audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuadit adan penelitian
pendahuluan.

a. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk peathemn kepada auditor
sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimagiagktn dalam rencana
audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampai&hnkepala SKAI
kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat @emaung yang antara lain
menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu gperlukan serta tujuan
audit.

b. Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengarat pemberitahuan
audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepadataadiebelum atau pada
saat audit dilaksanakan.

c. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengemalndemahami setiap

kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supayé dagat difokuskan
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pada hal-hal yang strategis. Dalam tahap ini Auditrus mengenal dengan
baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsiukgir organisasi,

wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistempdasedur operasional,
risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator Keh&lan, aspek legal dan

ketentuan lainnya.

2. Penyusunan Program Audit

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, makasudsurogram audit.

Program audit harus:

a.

merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intdam mengumpulkan,
menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumkatasmformasi selama
pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemarikgng akan datang;
menyatakan tujuan audit;

menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujiangydiperlukan guna
mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit;

menetapkan jangka waktu pemeriksaan;

mengindentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, psod&n transaksi yang harus
diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

Adanya program audit secara tertulis akan memudapkagendalian audit

selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audibtedapat diubah sesuai dengan

kebutuhan selama audit berlangsung.
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3. Pelaksanaan Penugasan Audit
Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengutapulmenganalisis,
menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukiti-@uldit serta informasi lain
yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang skgaridalam program audit untuk
mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiddegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, korapetan relevan.
b. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan infarorask mendapatkan
temuan dan rekomendasi audit.
c. Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapgakdi dan
dikembangkan sesuai dengan keadaan.
d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan infeirserta pengujian yang
telah dilakukan.
e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.
f. Membahas hasil audit dengan Auditee.
4. Pelaporan Hasil Audit
Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Audittarh berkewajiban untuk
menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laptegulis. Laporan tersebut
harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapteri dan melalui proses
penyusunan yang baik. Proses penyusunan lapor&n gitxkukan dengan cermat

agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bdeatbagi Auditee.
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Proses tersebut antara lain mencakup:
a. Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audrigyakan dituangkan
dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisiskatgignifikasinya.
b. Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikoasikan dengan
Auditee untuk diketahui dan dipahami.
c. Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sud&iompilasi dan
dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan deng¢lepala SKAI atau
pejabat yang ditunjuk.
d. Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkanragyaditee memberikan
komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalaas bvedktu tertentu yang
dijanjikan.
e. Review laporan. Konsep laporan yang disusun olehatidit direview oleh
Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar dipsliokeyakinan bahwa
laporan tersebut telah lengkap dan benar.
5. Tindak lanjut Hasil Audit

SKAI harus memantau dan menganalisis serta melapogerkembangan
pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dikak Auditee. Tindak lanjut
tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaanktitadgut, analisis kecukupan
tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut. SKAI tmmemantau dan menganalisis
serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tingaklperbaikan yang telah

dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi:
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a.

2.2.6

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Peraant@as pelaksanaan
tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketgbetikembangannya dan
dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditeerbedapat melaksanakan
komitmen perbaikan menjelang atau sampai batasuwaktg dijanjikan.
Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pensaran pelaksanaan tindak
lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realigagi perbaikan yang telah
dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kenibdibk lanjut perlu
dilakukan apabila terdapat kesul itan atau hambatamg menyebabkan
tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebragaa mestinya.

Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan akindanjut tidak
dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikarodap tertulis kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakeaih lanjut.

Pelaksana Audit Operasional

Dalam bukunya Arens et al (2008 : 845-846) mengexkaik bahwa :

“Operational audit are usually performed by one tbfee group; internal

auditors, government auditor, CPA firms”.

Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihdlagei berikut :

1. Auditor Internal
Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk faksanakan audit
operasional. Manfaat yang diperoleh jika auuditoiernal melakukan
audit operasional adalah bahwa mereka menggunakamls waktu kerja

untuk perusahaan yang mereka audit. Untuk memakskan
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efektivitasnya, bagian audit internal harus melagpada dewan direksi
atau direktur utama. Auditor internal juga harusmpanyai akses dan
mengadakan komunikasi yang berkesinambungan dekagaite auditor
dewan direksi. Struktur organisasi ini membantu itaudagar tetap

independen.

. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasioratgy seringkali
merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangatitoA pemerintahan
tardiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa Kgaa dan
Pembangunan (BPKP), dahulu Direktorat Jenderal &eagpn Keuangan
Negara (Departemen Keuangan). Auditor pemerintalsaoiya memberi
perhatian pada kedua macam pemeriksaan baik uetwdknigan maupun

audit operasional.

. Auditor Eksternal

Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas réapdkeuangan
historis, sebagian dari audit itu biasanya terdari pengidentifikasian
masalah-masalah operasional dan membuat rekomendag dapat
bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu ddpattakan secara lisan,
tetapi biasanya menggunakan surat manajemen. Rénget dasar
mengenai bisnis klien yang dimiliki auditor ekstdrdalam melaksanakan
audit seringkali memberikan informasi yang bergdalam memberikan

rekomendasi-rekomendasi operasional. Auditor yargmpunyai latar
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belakang bisnis dan pengalaman yang luas dengasgheran-perusahaan
serupa akan cenderung lebih efektif dalam membdtian dengan
rekomendasi operasional yang relevan dibandinglengah yang tidak

mempunyai kualitas seperti itu.

2.3Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional

Sebelum melaksanakan audit opersional, hendakmia giketahui mengenai
perbedaan antara audit operasional dengan audihgan biasa. Menurut Arens et al

(2008 : 842) menyatakan :

“The three major differences between operational inancial auditing are
the purpose of the audit, distribution of the rapand inclusion of nonfinancial

areas in operational auditing”.

Perbedaan audit operasional dan audit keuangaahadal

1) Audit keuangan berorientasi pada masa lalu darh lebenekankan pada
apakah informasi historis dicatat dengan benara&sgdan audit operasional
berorientasi menekankan pada efisiensi dan eféddivi

2) Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan dkaju kepada banyak
pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secmtd. Sedangkan
laporan audit operasional sangat berbeda dari @atiit ke audit lainnya
karena keterbatasan distribusi operasional dargaemaya sifat audit untuk

efisiensi dan efektivitas.
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3) Pada keterlibatan bidang bukan keuangan, auditasjperal mencakup
banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam dethadan usaha. Audit
keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsonegnpengaruhi

kewajaran penyajian laporan keuangan.
2.4Bank
2.4.1 Definisi Bank

Menurut Kasmir (2010) pengertian Bank adalah:

“‘Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamaagalah
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkarkgrabali dana

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bamiyh”.

Menurut Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1992 tentdegbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nombd® Tahun 1998

pengertian Bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun danandgesyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyadatam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam ramg&aingkatkan taraf hidup
rakyat banyak.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Batddad suatu badan usaha
yang bergerak di bidang jasa keuangan yang usaharyk menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada nmastauntuk meningkatkan

taraf hidup orang banyak.
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2.4.2 Fungsi dan Tugas Bank

Suyatno, Thomas dalam bukunya “Dasar-Dasar Pet&réd{2001 : 11),

menyatakan tiga fungsi terpenting dari bank, yséiiagai berikut :
1. Fungsi sebagai perantara dalam perkreditan
a. Kredit aktif, diaman bank bertindak sebagai pemkeit

b. Kredit pasif, dimana bank bertindak sebagai pihakepima kredit
berupa dana-dana yang dipercayakan kepadanya begupa

deposito, dan tabungan.

2. Fungsi sebagai badan yang memberikan jasa perdagateam negeri

maupun luar negeri

3. Fungsi sebagai badan yang memiliki wewenang memk@aauang baik
uang kartal maupun uang giral
Verrin Stuart dalam bukunyaBank Politic§ yang dikutip dari Pandia,

Frianto (2005) terdapat dua tugas bank yaitu:

a. Sebagai perantara kredit, yakni bank memberikanliki@epada pihak

ketiga dan debitur yang berasal dari simpanan pgiktiga

b. Menciptakan kredit, yakni meminjamkan dana yan@MKiderasal dari

dana milik masyarakat.
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Ada tiga bentuk atau operasi yang dilakukan bankumg Pandia, Frianto

(2005), yakni:

a. Operasi perkreditan secara aktif yakni tugas bamktand rangka

menciptakan atau memberikan kredit

b. Operasi perkreditan secara pasif yaitu bank dalaanemma simpanan

atau dana pihak ketiga yang dipercayakan masyarakat
c. Usaha bank sebagai perantara dalam pemberian kredit
2.5Perkreditan
2.5.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunaaiedere( yang artinya “kepercayaan” atau
“amanat”) atau dari bahasa latoreditum( yang artinya hampir sama, “kepercayaan
akan kebenaran” atau “ amanat”). Pengertian krediturut Veithzal, Rivai (2007:4)

adalah :

“Kredit adalah Penyerahan barang, jasa, atau uaag shtu pihak
(kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercaykepada pihak lain
(nasabah atau pengutan@pdrrower dengan janji membayar dari penerima
kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yandhtdisepakati kedua belah
pihak*.

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 1998 tepRerbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangatdaipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepal@tgam-meminjam
antara bank dengan pijak lain yang mewajibkan pipakiinjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentgate jumlah bunga
imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
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2.5.2 Tujuan Kredit dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 100), dalam prakteknya tojusemberian kredit
adalah untuk (1) mencari keuntungan (2) membanahaisiasabah (3) membantu
pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang riibe oleh suatu bank yang

akan mengemban tugas sebagmnt of developmeatalah untuk:

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidangnako dan

pembangunan

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat nariah fungsinya

guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusabhgamin dan dapat

memperluas usahanya
Menurut Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti (20646) menyatakan :

“Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah peimam jasa untuk
melayani kebutuhan masyarak#éto serve the societydalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorongngancarkan
produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesgrautu pada akhirnya
ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat barfyak

Hal yang sama dijelaskan juga oleh Kasmir (201Q),1€ungsi dari kredit
adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan dgwama uang, (2) untuk
meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (3Jkumeningkatkan daya guna

uang, (4) untuk meningkatkan peredaran baranggdagai alat stabilisasi ekonomi,
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(6) untuk meningkatkan pemerataan pendapatannfdkumeningkatkan kegairahan

usaha, (8) untuk meningkatkan hubungan internakiona

2.5.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 103-106) jenis-jenis kregihg diberikan oleh bank

umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jeneslit antara lain :

1. Kredit dilihat dari segi tujuannya

a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untakkonsumsi

secara pribadi

b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untukeningkatkan

usaha atau produksi atau investasi

c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikanadgppedagang dan
digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangarsegerti untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya ditzarajzki hasil

penjualan barang dagang tersebut.

2. Kredit dilihat dari jangka waktunya

a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangktw maksimum 1

tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan niedgl

b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangk&tu 1 sampai

3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukarsiasie
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c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangk&tu lebih dari 3

tahun

3. Kredit dilihat dari segi jaminannya

a. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikampa jaminan

barang atau orang tertentu.

b. Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengaenggunakan
suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa b&mmgijud atau

tidak berwujud atau jaminan orang.

4. Kredit dari segi kegunaanya

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit berjangka waktu ngiek yang
diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebututmadlal kerja
perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksiamdal

operasionalnya.

b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah gengka panjang
yang diberikan oleh suatu bank untuk melakukan stas atau
penanaman modal, yang ditujukan untuk memperluabamya atau

membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan réitedi

2.5.4 Kegiatan Perkreditan

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukah lmank. Menurut

Dendawijaya, Lukman (2001) Kegiatan perkreditanujisstkan dengan menyalurkan
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dana dari pihak yang berkelebihan daltiée(FundSurplus Unit) kepada pihak yang
membutuhkan dana/kekurangan dana. Secara umumtddegpeerkreditan yang
dijalankan bank meliputi kegiatan pemberian kreatitministrasi dan pembukuan dan
kegiatan supervisi dan pelaporan kredit.

Menurut Suyatno, Thomas (2001) menyatakan sistempdasedur umum

pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakupi:

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis faskitdit

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedangderjal

c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa yageditelah

berakhir jangka waktunya

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahanitdasikredit

yang sedang berjalan

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalatega&n yang meliputi :

a. Wawancara dengan pemohon kredit (debitur)

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohkrealit yang

diajukan nasabah
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c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengaraalhyang ditemukan

nasabah dan informasi lain yang diperoleh

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil pkagidyang telah

dilaksanakan

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yanigutiel

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian degalad aspek baik
keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kgmnan dapat atau

tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit

b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yangsberenguraian dan
kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatibeggi bahan pertimbangan

untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permahkrelit nasabah

Menurut Kasmir (2010 : 109) terdapat prinsip-pgpnpemberian kredit yang

dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :

a. Character, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepaaiak
bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akberidan kredit benar-
benar dipercayaCharacter merupakan ukuran untuk menilai kemauan

nasabah membayar kreditnya.

b. Capacity,untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam memlxasgait

yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola isbiserta
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kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirrkan aerlihat

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disaiu

c. Capital, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yandikdimasabah

terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah #jailg
berupa fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan aldaabagai pelindung bank

dari resiko kerugian.

e. Condition of Economydalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi
ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datsufi sektor masing-

masing.

Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis secawt tgn akurat selain
prinsip-prinsip penilaian kredit tadi, menurut Kas(2010 : 112-114) adalah sebagai

berikut:

a. Aspek hukum

Analisis aspek ini pada prinsipnya untuk menilabl&han ketentuan-
ketentuan legalitas oleh perusahaan yang melijt¢ pendirian serta izin

usaha.

b. Aspek pemasaran

Penilaian aspek pemasaran produk memang perluatikebank mengenai

kemungkinan pngsa pasar yang dapat dicapai olafukrtersebut terutama
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bagi produk-produk yang masih baru. Oleh karenaddlam menganalisis
aspek ini perlu diperhatikan daya serap, daya kmisumen serta prospek

produk tersebut di masa yang akan datang.

. Aspek keuangan

Penilaian keadaan keuangan pemohon kredit dapatku#in dengan
menganalisis laporan keuangan, analisis laporaarngan meliputi arus kas,
rasio-rasio keuangan dan modal kerja perusahaam.dBi@ tersebut dappat
diketahui mengenai kinerja perusahaan dan selg@udapat dibuat proyeksi

keadaan keuangan perusahaan di masa yang akag.datan

. Aspek teknis/operasi

Tujuan penilaian aspek teknis ini antara lain untigngetahui sejauh mana
kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalankukata operasinya.

Penilaian aspek ini meliputi penilaian alat-alabduksi, tenaga kerja yang
terlatih, proses porduksi yang meliputi rencanaslgservisi serta jaminannya

bahan baku secara kontinyu dan letak lokasi proyek.

. Aspek manajemen

Penilaian aspek manajemen perusahaan dimaksudkark umengetahui
kegiatan dan kemampuan juga kecakapan manajemasapeaan. Penilaian
aspek ini sangat kompleks perlu diperoleh infornsasiara informal melalui

pihak yang tahu persis keadaan manajemen perusgaagmersangkutan
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e. Aspek sosial dan ekonomi

Aspek ini berkaitan dengan lingkungan dimana proteisebut berlokasi
yang meliputi reaksi masyarakat setempat atas prowmg dibiayai dan

kemungkinan kesempatan kerja.

f. Aspek amdal

Aspek ini berkaitan dengan dampak lingkungan dimanayek tersebut

berada.

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adatdtap tindakan
pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak meng&ejutusan berupa
menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohdasifitas kredit kepada
pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permahdredit harus memperhatikan
penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnyeaniem dalam laporan

pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila :

a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata ghangleh bank secara

teknis tidak memenuhi persyaratan

b. Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenmaigd@gonan kredit
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5) Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan keetiitah keputusan
bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permarhd&redit dari calon debitur.
Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanmasetujuan tersebut, maka
biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syasiliths kredit dan prosedur yang
harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yangstdiambil antara lain : 1)
Surat penegasan persetujuan permohonan kredit &gpaxthohon, 2) Peningkatan
jaminan, 3) Penandatanganan perjanjian kreditnfrinasi untuk bagian lain, 5)

Pembayaran bea materai kredit, 6) Asuransi baem@gan, dan 7) Asuransi kredit.

6) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transd&egan menggunakan kredit
yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknyangairan kredit ini berupa
pembayaran dan atau pemindahbukuan atau bebannmgkenjaman atau fasilitas
lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredithat@sabah, bila syarat-syarat
yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakatu &&etahui bahwa peningkatan
jaminan dan penandatanganan warkat-warkat kredrafgian kredit) mutlak harus

mendahului pencairan kredit.

Apabila calon debitur telah memenuhi semua syasat prosedur kredit,
maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tgrsipat dicairkan. Pada saat
kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akaenandatangani surat atas akte
perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.
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Surat perjanjian kredit (SPK) ini, dapat dibuatatdilah tangan atau dibuat
dihadapan notaris, tergantung dari besar kecilmgdikyang diberikan atau sesuai
dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran$RK biasanya terdiri dari akte

perikatan jaminan (hipotik, fiducia, atau gadaiyes kuasa penjual dan lain-lain.

7) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewagibsabah terhadap bank

yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

Administrasi dan pembukuan kredit merupakan prgsesgumpulan dan
penyajian informasi perkreditan pada suatu banki 8dministrasi kredit ini, bank
dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam naukegiatan-kegiatan dari
proses perkreditan secara perorangan maupun skeseturuhan. Selain itu juga
dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokurseptakreditan. Dengan adanya
administrasi kredit yang baik, dapat mempermudgborkn-laporan di bidang
perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepegaim manajemen dan dewan

komisaris) maupun untuk pihak eksteren (Bank Ind@néan debitur).

Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan bankk&ebank telah
memberikan pinjaman dana kepada nasabahnya. Kegmtdilakukan bank sebagai
bentuk pembinaan dan pengawasan atas dana yahgdiplajamkan. Bank harus
memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah mampu metuktupi pinjaman yang
telah dicairkan bank, sehingga pembinaan dan peasgawsecara terus menerus
harus dilakukan untuk menghindari munculnya krediermasalah atau
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ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaesarta bunganya kepada

bank.

2.6 Efektivitas

2.6.1 Definisi Efektivitas

Keberhasilan dan kepemimpinan seringkali diukurgdenkonsep efektivitas.
Walaupun banyak orang setuju bahwa manajemen laerpdalam mencapai

efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci gpag dimaksud konsep efektivitas.

Definisi efektivitas menurut Arens et el (2008 284dalah sebagai berikut :

“In general, effectiveness refers to meeting olyest’

Sedangkan menurut Bayangkara, IBK (2008 : 14), eeiag efektivitas

yaitu:

“Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat kebsitha suatu perusahaan

untuk mencapai tujuannya

Sawyer, Lawrence B (2005 : 211), berpendapat p&éagesfektifitas yaitu :

"Efektivitas menekankan hasil aktual dari dampakuakekuatan untuk
menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadtifefetapi tidak efisien

dan ekonomis”.

43



2.6.2 Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas ncengada pencapaian
tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungagatehasil operasi. Demikian juga
dengan efektivitas kegiatan perkreditan di banka Jkita ingin untuk menilai
efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapanitai apakah pelaksanaan kredit

tersebut telah mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentulsset abank yang
berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debi Dalam upaya untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditaig yijalankan bank maka bank
harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telafalbar dengan efektif dimana
manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit ymnhingkatan tingkat
kolektibilitas kredit performance loan)dan penurunan jumlah kredit bermasalah

(non performance logn

Menurut Siamat, Dahlan (2001) kredit bermasalahelb#ibkan karena
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan kreditettaahnya sistem administrasi
dan pengawasan (supervisi) kredit. Lemahnya sistéministrasi dan pengawasan
(supervisi) kredit menyebabkan kredit yang secatarsial akan mengalami masalah

tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bankrdrht melakukan pencegahan.
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Menurut Ismail (2010 : 218) ada beberapa faktorypbab kredit bermasalah

yang berasal dari intern bank yaitu :

a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank yang kgréepat, sehingga tidak
dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kuvaktu selama jangka

waktu kredit

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangamiitkdengan nasabah,

sehingga bank memutuskan kredit yang tidak sehgaugiberikan

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap ysaha debitur, sehingga

tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tépatakurat

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait imyga Komisaris, Direktur

Utama Bank sehingga petugas tidak dapat indepeddérnh memutuskan kredit

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monit@reuajt

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwggtiratau rendahnya
tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi ole¢fdktifan kegiatan perkreditan
yang dijalankan bank, sehingga tingkat kredit besateh dapat digunakan sebagai

alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatarkigelitan.

Kolektibilitas/kualitas kredit adalah penggolongserigelompokkan nasabah
atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/pemimauk membayar pokok

dan bunga kredit yang telah diterimanya dari b&uialitas kredit menurut Peraturan
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Bank Indonesia N0.9/6/PBI1/2007 Tentang Penilaiaralkas Aktiva Bank Umum

yaitu :

1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkegabarekening baik dan

tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyé&ratin

2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggaésanb@yaran pokok dan atau

bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaok dan bunga

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayararokpalan atau bunga

melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pakolathu bunga melampaui

270 hari

Non Performing LoarfNPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang
masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukam, Macet berdasarkan kriteria
yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besaragis NPL suatu Bank
ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karenaioadPL adalah perbandingan antara
kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumiadik yang diberikan. Semakin
rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NBika kredit yang diberikan

betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, makaatek kegiatan perkreditan akan
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tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akawdalenyaitu di bawah standar

maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003).

Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat maendkPL sekecil
mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemaamp bank dalam
menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, ykégiatan pemberian kredit,
administrasi dan pelaporan termasuk tindakan peauant(nonitoring setelah kredit
disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapdikasi penyimpangan kredit

maupun indikasi gagal bayar.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat berguna bagulgenintuk menambah
informasi mengenai masalah yang akan penulis .teReéview penelitian ini
memberikan rujukan mengenai daftar bacaan, tea@itaspandangan dalam

memahami permasalahan yang dihadapi.

Menurut penelitian Admawarti ( 2006) yang berjudwudit operasional
pengelolaan dana program kompensasi subsidi balakar bminyak bidang
kesehatan, menyimpulkan bahwa struktur PT Bahtedgguha Cabang Padang
sudah cukup baik dengan adanya pemisahan tugasvelaenang dari masing-
masing bagian dan adanya pengendalian internal lpaikgdalam perusahan yang
bisa dilihat dalam pelaksanaan prosedur kegiatamusphRaan yaitu prosedur
penjualan jasa perusahaan dan prosedur penerineeenjasa tersebut. Dimana

audit operasional pada PT ini terdiri dari 5 tahggitu tahap persiapan, tahap
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pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjlagaoran hasil pemeriksaan
operasional, tindak lanjut hasil audit. Semua rekodasi yang diberikan oleh
auditor internal, juga telah ditanggapi ditindakldn oleh pihak manajemen
perusahaan. Berarti kegiatan audit operasiondh @édg@at membantu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perusahaan. Penelitian nrenyatakan bahwa audit
operasional bisa menilai ketepatan dan pencapaag telah dilakukan dari suatu
instansi, serta dapat menentukan kelemahan darbitkate dari kegiatan yang

dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mesa Prameswari&§2§ang berjudul Audit
operasional atas prosedur pemberian kredit untukingkatkan efektivitas dan
efisiensi pada PT BNI (Persero)Tbk wilayah 02 Pgdamenyimpulkan bahwa
struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini karpemisihan tugas dan wewenang
dari masing-masing unit. Dengan adanya pemimpimayah yang didukung oleh
pemimpin wilayah yang bertanggung jawab secaraslamg terhadap pimpinan
wilayah, dan dilaksanakannya audit operasional ysen dapat dilihat bahwa
pemberian kredit sudah sesuai dengan proseduragmgdSelain itu audit operasional
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi melahran dan rekomendasi yang
diberikan oleh auditor dengan catatan manajemensharelakukan tindak lanjut.
Peran auditor tidak berhenti sampai disini tetapidi@r harus memonitor
perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikamg yilah dilakukan. Ini
membuktikan bahwa auditor tidak hanya sebatas mekem masalah serta

memberikan saran dan rekomendasi tetapi juga mekakabagaimana pemberian

48



kredit sesuai dengan prosedur yang ada sehinggksaelaan audit operasional
terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiettas prosedur pemberian kredit.
Metode penelitian dilakukan dengan survey melal@awancara, studi lapangan
melalui observasi, studi kepustakaan melalui mebgretingkan teori yang telah

diperoleh dengan kenyataan kemudian dianalisa.

Penelitian Budi Satria (2009) mengenai peranant apgirasional pada fungsi
pemasaran perusahaan menguji peranan audit opeghgiada fungsi pemasaran
perusahaan manufaktur dengan menggabungkan albsiardgata yaitu, Content
Analisis (peran), Analisis Varian (realisasi dengamggaran), Analisis SWOT,
Analisis Rasio Keuangan (profitabilitas dan rertas). Dari hasil penelitiannya,
dapat ditemukan bahwa program-program, kebijakanptasedur pemasaran yang
dijalankan telah banyak yang tercapai dalam batdguwang ditargetkan, meskipun
tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Ditirgari segi kuantitas penjualan,
perusahaan telah menunjukkan perkembangan sehpeggaahaan dapat dikatakan
efektif. Penerapam®racle Systenpada jaringan prosedur yang membentuk sistem
pemasaran, pembagian tugas, akses otorisasi dggutam jawab yang jelas telah

meningkatkan efisiensi fungsi pemasaran.

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat mek#de gambaran bagi
penulis mengenai bagaimana peranan dan fungsi epeitisional bagi perusahaan.
Selain itu juga memberikan pengetahuan lebih bagulis mengenai metode dan

analisis yang dilakukan.
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Penulis menggunakan perbandingan penelitian tehdahonaksudkan untuk
dijadikan bahan perbandingan karena adanya bebpespamaan di dalam penelitian
dan mempelajari metode yang digunakan serta menmgkah hasil penelitian yang
telah peneliti terdahulu lakukan. Namun disini &by@ang diteliti berbeda, dimana
objek yang dijadikan penelitian oleh penulis adakadit operasional kegiatan
perkreditan pada Bank Nagari Cabang Utama Padaedangkan objek dari
penelitian terdahulu adalah audit operasional ppdeusahaan dan bank yang

berbeda.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatanupgrugan, pengolahan,
penyajian, dan analisa data yang dilakukan dengetoda ilmiah secara efisien dan
sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetadsoplan atau keadaan dalam
usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau membpatusan dalam rangka

pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelit@deskriptif dengan
pendekatan studi kasus, dimana penelitian dilakykaga Bank Nagari Cabang
Utama Padang mengenai peranan audit operasiorahdakningkatkan efektivitas

kegiatan perkreditan.

Penulis berusaha mengumpulkan data dengan keadadenasnya,
menyajikan serta menganalisis data sehingga dapabberikan gambaran yang
cukup jelas atas objek yang diteliti. Adapun tujutami penelitian deskriptif adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran secara sisterfaltisial mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yanglidiidiemengenai situasi yang

sebenarnya dari objek penelitian.
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3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inirieddri :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sunplertama atau
yang diperoleh langsung dari objek yang diteligb&gai contoh jawaban
dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawandarsgan pihak yang
berwenang untuk memberikan data dan informasi dglangumpulan
data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam p#&aslini, data primer
yang dikumpulkan penulis adalah hasil wawancargalemuditor internal

kredit dan karyawan bagian kredit.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubudgagan perusahaan
yang telah terdokumentasi, seperti struktur orgeniperusahaan, sejarah
perusahaan, data kualitas kredit modal kerja t&008 s.d 2010 dan data

kelengkapan lainnya.

3.3  Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukatukumenunjang
penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknéngumpulan data yang terdiri

dari:
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1. Penelitian LapangaffField Research)yaitu peninjauan langsung pada
perusahaan yang diteliti untuk memperoleh dataeivhdapun kegiatan
yang dilakukan adalah wawancara, yaitu melakukarelg&an langsung
pada Bank Nagari untuk mendapatkan data dan inBiryaag diperlukan
dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihag teghbat langsung
dalam audit operasional serta pihak-pihak yanglarbtingannya dengan

penelitian.

2. Penelitian KepustakaafLibrary Research)yaitu teknik pengumpulan
data untuk memperoleh data sekunder dengan carabasamdan
mempelajari buku-buku, serta literatur-literatumgaada hubungannya
dengan masalah yang sedang diteliti yang bergubagaée pedoman
teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangam uhtuk mendukung

serta menganalisa data.

3.4  Analisis Data

Penelitian ini dirancang dengan membandingkan keayayang ada di
lapangan dengan teori serta ketentuan perundaregpigad yang berlaku dan
peraturan-peraturan lain yang isinya berkaitan eexigan masalah yang diteliti
sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesinmpulan saran-saran. Tujuannya

adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi mgaiéasi konsep yang diamati.

Penjelasan audit operasional dilakukan berdasapkajabaran pelaksanaan
audit operasional pada Bank Nagari Cabang Utamaradesuai dengan tahap-
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tahap pelaksanaannya kemudian penulis mengankdisesuaian pelaksanaan audit
dengan standar pelaksanaan audit yang telah didok Indonesia, sedangkan
peranan audit operasional ditekankan pada dimefesktiatas yaitu dengan
mendeskripsikan peran audit operasional dalam mgkatkan efektivitas kegiatan
perkreditan dengan melakukan analisis terhadagkatngolektibilitas kredit tahun

2008 s.d 2010.

Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesisrtetu, namun dari
landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengebangan antara konsep-konsep

dan faktor-faktor yang ada.
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BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Nagari

Pada awal tahun enam puluhan baik Pemerintah Daegapun tokoh-tokoh
pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa uaps dhemacu gerak
pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumaterat,Baiperlukan adanya suatu
lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secasukimembantu pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatakdngi kesadaran tersebut,
maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadagd&eldotaris Hasan Qalbi di
Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Bargj giwakili oleh Soelamat
Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadisd@dg untuk mengukuhkan

pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi matnbkte No. 9
tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum panddank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN HPAH
SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 April 1962 oleh WaMenteri Pertama
Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan idaha PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan NdM B9-44/11 sehingga
mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Batak melakukan usaha

dengan kedudukan di Padang.
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Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 196@gtd 16 Agustus
1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bamkbangunan Daerah, maka
dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah ldigasti yaitu dengan
Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuabhugmeka Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi padanTd®73, yaitu dengan
keluarnya Peraturan Daerah Tingkat | Propinsi SarmaBarat No. 4 Tahun 1973
tanggal 8 November 1973 tentang Bank PembangunaraBaSumatera Barat.
Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Nd#asan Qalbi No. 9 tanggal 12
Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunaar&h dirobah menjadi Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-Undang No. uimd 967 tentang
Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13huma 1962 yang
diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 Tahun 1B&ius tunduk kepada UU No.
14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Pedpadkindonesia. Kemudian
dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 TaBuB berikut dengan
perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuaiskgingga akhirnya dicabut dan
diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daeragk@tn Sumatera Barat No. 10
Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bamkbd&egunan Daerah Sumatera
Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri N$.238132 tanggal 19 April
1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerapir®r Daerah Tingkat I

Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyardkususnya
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transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Kispnt Direksi Bank Indonesia
No0.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pemgbaan Daerah Sumatera
Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kmererusahaan, pada tahun
1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daeragkat | Sumatera Barat No. 15
Tahun 1992 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Nelerb84.23-407 tanggal 23
Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerahirtdi Daerah Tingkat |

Sumatera Barat tahun 1993 No. 3 Seri D.1. BerdasaBRerda No. 15 Tahun 1992
tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketigaudgkinkan dengan ketentuan
sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupgdenyertaan modal dari

Pemerintah Daerah Tingkat | dan Tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dadggangan bebas, Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alahuotdaerah dirasa perlu untuk
meningkatkan kemampuan berkompetitif antara seddamk Devisa dengan cara
memperluas daerah operasi ke luar daerah Sumateed Ssuai dengan ketentuan
yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan DaerapinBi Daerah Tingkat |
Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 yang isinya anfara tentang perubahan
penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sam&arat dari BPD
Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukamngg&atan modal dasar dari

Rp.50 miliar menjadi Rp.150 miliar.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leldalsan menjalankan
bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan HuBamk Pembangunan Daerah

Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerahni@bjpdi Perseroan Terbatas
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(PT) melalui Perda No. 3 Tahun 2006 yang disahkatelon Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Azazi Manusia No. W3-00074 HT.01.01.2007 tanggal 4 April

2007. Saat ini Bank Nagari telah berstatus selgak Devisa serta telah memiliki
Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan BReknbangunan Daerah
pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar DaeBahawal dari semangat
perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagiaekad untuk memberikan
pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, sertanasa menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah semt@an& meningkatkan taraf

hidup rakyat.

Saat ini, Bank Nagari terus memperkokoh tradis katlola perusahaan yang
baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelola#o reecara baik dan komitmen
pada nasabah serta siap untuk terus memperluasgaagar dan berperan serta
dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuanganamdalusaha mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Puncak perubahgmoment of changBank Nagari Sumbar, ditandai dengan
launching logo baru beserta visi dan misi baru Bank PembaaguDaerah pada

tanggal 27 November 2008. Dimana yang menjadidgsi misi Bank Nagari adalah :

VISI :

“Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka danefeapa di Indonesia”
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Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemukandaiti dikenal dan
menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti ahank sudah menjalankan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baikmberikan layanan yang
memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dauarkeju
MISI:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuh&onemi dan
kesejahteraan masyarakat.

2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder sekangisten dan
seimbang.

Misi pertama, mencerminkan dasar atau latar betpldidirikannya bank
sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian yargpakan cita-cita dan tujuan
yang akan diperankan yaitu turut membangun kegiatamomi yang kuat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedalwa bank akan senantiasa
dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggangp kepada pemilik, nasabah,
karyawan dan masyarakat. Menjaga agar bank iniufdih dan berkembang
dengan baik dan sehat, memberikan pelayanan yamg,pmemberikan keuntungan
yang memadai bagi pemegang saham, memberikan ranfaisimal bagi

masyarakat.

4.1.3 Aktivitas Usaha Bank Nagari
Secara umum Bank Nagari didirikan dengan maksudkuntembantu dan
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataarbbgmgunan daerah di

segala bidang dan sebagai salah satu sumber pé¢smdagaerah. Bank Nagari
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didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taralupi rakyat, khususnya rakyat di

Sumatera Barat.

Bank Nagari merupakan salah satu alat kelengkajmenomi daerah di bidang
keuangan dan perbankan dan menjalankan usahanyagaselbank umum
sebagaimana ditetapkan perundang-undangan yarakbetintuk mencapai maksud

dan tujuan tersebut, Bank Nagari melakukan usahbhauantara lain :

1. Menghimpun dana, dilakukan melalui produk-produesmi berikut :
1) Konvensional
a. Giro
b. Tabanas
c. Tabungan Simpeda
d. Tabungan Sikoci
e. Tabungan TAHARI Mabrur
f. Deposito
g. Sertifikat Deposito
h. Deposito On Call
2) Syariah
a. Giro Wadiah
b. Tabungan Sikoci Wadiah
c. Tabungan Sikoci Mudharabah
d. Tabungan Tahari Mabrur Wadiah

e. Tabungan Tahari Mabrur Mudharabah
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f. Deposito Mudharabah
2. Penggunaan Dana, terutama dalam bentuk pinjamaad&emasyarakat,

untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang tetdiri:
a. Kredit Modal Kerja (KMK)

- KMK Multi Guna

- KMK Kontraktor

- KMK KUKI

-  KMK KUMK-SUP 005

- KMK EBJ

- Kredit Rekening Koran

- Kredit Dana Bergulir

- Kredit Kepada Koperasi

- Kredit Kepada BPR

Kredit Sindikasi

b. Kredit Investasi

KI Multi Guna

- KIKBJ

- KIKFW

- Kl Koperasi

- KIBPR

- KI KUMK-SUP 005

- KI KUKI
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- KPENRP

Kredit lainnya

Kredit Personal

Kredit Multi Guna

Kredit Kendaraan

KCC Haiji

Kredit Pola Syariah

- Murabahah Modal Kerja

- Murabahah Investasi

- Jual Beli Istishna’

- Murabahah plus

- Modal Kerja Kontrantor

- Pembiayaan Kepada Koperasi

- ljarah dan IMBT (ljarah Muntahiya Bit Tamlik)

- Pinjaman Al-Qard

3. Jasa-Jasa Bank

a.

Transfer

Inkaso

Kiriman Uang Western Union
Referensi Bank

Safe Deposit Box

BPD Net Online
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g. SMS Banking

h. Pembayaran Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Pajak
i. Pembayaran Gaji

j.  Penerimaan Uang Kuliah

k. Pendaftaran Mahasiswa Baru

|.  Penerimaan Setoran BPIH

m. Pembayaran Zakat melalui ATM

n. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Kartu Hallo

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam rangka menunjang pengembangan bisnis Barnk pada yang akan
datang dan sejalan dengan perubahan bentuk ba#amHank menjadi perseroan
terbatas, maka Bank telah melakukan perubahan tstrukrganisasi dan
menetapkannya dengan Surat Keputusan Direksi NAOSKDIR/09-2010 tanggal 1
September 2010. Berdasarkan struktur organisasseliat, Direksi dalam
menjalankan operasional perbankan dibantu olehnitlkarja setingkat divisi yaitu
Divisi Pengawasan, Divisi Usaha Syariah, Divisi Batan Treasury, Divisi Kredit
dan Mikro Banking, Divisi Penyelamatan Kredit, BiviSumber Daya Manusia,
Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, Divisi Um, Divisi Sekretariat

Perusahaan, Divisi Perencanaan Strategis, dani Meisajemen Risiko.
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Sumber Annual Report 2010 Bank Nagari
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4.2 Data dan Pembahasan
4.2.1 Struktur Organisasi Kredit Komersil

Pada Bank Nagari, terdapat dua jenis kredit yaredK Komersil dan Kredit
Personal. Kredit Personal merupakan jenis kreditsumsi yaitu jenis kredit yang
bukan diperuntukkan untuk tujuan usaha melainkamkutujuan konsumsi seperti
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Cicilan da(KCU), sedangkan Kredit
Komersil merupakan kredit yang disalurkan untuki&ign usaha nasabah. Kredit
Komersil ini, kemudian digolongkan lagi menjadi bedpa jenis kredit seperti Kredit
Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredidsaha Rakyat (KUR). Struktur

Organisasi Kredit Komersil

PEMIMPIN
CABANG

BAGIAN
ADMINISTRASI
KREDIT

]

SEKSI
| { LEGALISASI &
REALISASI

GRUP
KREDIT
KOMERSIL

SEKSI PENAGIHAN
— & SUPERVISI
KREDIT

SEKSI
PELAPORAN

Gambar 4.2

Sumber : Bagian Kredit Bank Nagari Cabang Utama &ayl
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Di dalam kegiatan perkreditan, struktur yang tdrkdalam kegiatan

perkreditan adalah :

1. Pemimpin Cabang
Pemimpin Cabang adalah pejabat struktural yandagitan Direksi untuk
memimpin Kantor Cabang dalam melaksanakan bismisogarasional Bank
serta tugas-tugas lainnya yang bersifat mewakiteksii di wilayah kerja
kantor Cabang. Kegiatan bisnis Kantor Cabang mernrakegiatan
penghimpunan dana, pemberian kredit dan pelayasangerbankan lainnya.

Di dalam bidang kegiatan perkreditan, pemimpin ogldzerwenang :

a. Menyetujui pemberian kredit dan perpanjangan kredit

b. Menyetujui penilaian dan penetapan nilai agunanikigerdasarkan usul
pejabat penilai agunan.

c. Menyetujui pencairan kredit yang telah ditandatandgangan nasabah.

d. Menyetujui penggantian atau penarikan sebagian agumedit sesuai
batasan yang ditetapkan Direksi.

e. Meyetujui pemberian keringanan bunga dan atau damdgyakan sesuai
batas kewenangan yang ditetapkan Direksi.

f. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulisas#tepNasabah kredit
yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya ke izeafak.

g. Menandatangani surat-surat, perjanjian-perjanpannyataan-pernyataan,

warkat-warkat, laporan-laporan dan dokumen-dokumlam yang
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berkaitan dengan pemberian, perpanjangan, pengawasian
penyelesaian kredit Kantor Cabang.
2. Pemimpin Bagian Administrasi kredit

a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadn canasabah
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyq@tsyaratan dan
informasi-informasi lain dalam proses realisasdikrealon nasabah.

b. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadahbad sehubungan
dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bungaman, jatuh tempo
kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo presuransi, jatuh
tempo perizinan jatuh tempo Kartu Identitas Dirshlbah da sejenisnya.

c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan notat debdit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekév@sgbah kredit.

d. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditang disampaikan
kepada internal Kantor Cabang dan Kantor Pusaa sehiak lain yang
berkepentingan.

e. Menandatangani  dokumen-dokumen  yang  Dberkaitan  denga
rekomendasi/appraisal kredit, dan taksasi aguneatitkr

3. Pemimpin Seksi Legalisasi dan Realisasi

Pemimpin Seksi Legalisasi dan Realisasi adalahbpejatruktural yang

ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepada Pemin@abang melalui

Wakil Pemimpin Cabang dalam bidang pelaksanaarasjmeral Realisasi dan

Legalisasi pada Kantor Cabang. Wewenang Pemimphsi $egalisasi dan
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Realisasi dalam bidang perkreditan adalah :

a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadbon calebitur
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyg@atsyaratan dan
informasi-informasi lain dalam proses realisasdikrealon nasabah.

b. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadahad sehubungan
dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bungaman, jatuh tempo
kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo prasuransi, jatuh
tempo perizinan jatuh tempo Kartu Identitas Dirshlbah da sejenisnya.

c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan notat debdit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekévasgbah kredit.

d. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditang disampaikan
kepada internal Kantor Cabang dan Kantor Pusaa gehiak lain yang
berkepentingan.

e. Menandatangani dokumen-dokumen  yang berkaitan denga
rekomendasi/appraisal kredit, dan taksasi aguneatitkr

. Pemimpin Seksi Penagihan dan Supervisi Kredit

Pemimpin Seksi Penagihan dan Supervisi Kredit &dpkgabat struktural

yang ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepadamppin Cabang melalui

Wakil Pemimpin Cabang dalam bidang pelaksanaanasjmral Penagihan

dan Supervisi Kredit. Wewenang Pemimpin Seksi Plaaagdan Supervisi

Kredit dalam bidang perkreditan adalah :
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. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadkn calebitur
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyg@atsyaratan dan
informasi-informasi lain dalam proses penagihan dapervisi kredit
calon nasabah.

. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepadalbad sehubungan
dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bungaman, jatuh tempo
kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo presuransi, jatuh
tempo perizinan jatuh tempo Kartu Identitas Dirshlbah da sejenisnya.

. Menandatangani nota debet, nota kredit dan notat deedit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekévasgbah kredit.

. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditang disampaikan
kepada internal Kantor Cabang dan Kantor Pusa& sehiak lain yang
berkepentingan.

. Menandatangani  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  denga

rekomendasi/appraisal kredit, dan taksasi agunedtitkr

. Pemimpin Seksi Pelaporan

Pemimpin Seksi pelaporan adalah pejabat strukyanad) ditetapkan Direksi

dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang m#l&kil Pemimpin

Cabang dalam bidang pelaksanaan operasional paftappada Kantor

Cabang. Wewenang Pemimpin Seksi Pelaporan dalaandpigherkreditan

adalah :
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a. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditang disampaikan
kepada internal Kantor Cabang dan Kantor Pusa& sehiak lain yang
berkepentingan.

b. Akses ke dalam program aplikasi OLIBS untuk melak&an fungsi-
fungsi core banking yang berkaitan dengan pelaksanaigas dan
tanggung jawab Pemimpin Seksi Pelaporan sesuadratang ditetapkan
yang berwenang.

c. Akses ke tempat penyimpanan file nasabah dan dakaokeumen
penting yang berkaitan dengan pemberian kredit ndaleangka
pelaksanaan tugas Pemimpin Seksi Pelaporan.

6. Analis Kredit

Analis Kredit adalah petugas pelaksana yang begtang jawab kepada

Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang Bidang Kretitalui Pemimpin

Grup Kredit Komersil dan dalam melaksanakan tuggss pokok, tugas-

tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggumgbjgya di kantor

Cabang.

Dalam kegiatan perkreditan analis kredit memililgds pokok yaitu :

a. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredig ydiajukan
kepada Kantor Cabang.

b. Mempersiapkan rekomendasi/appraisal atas perparangatau
restrukturisasi Kredit Modal Kerja, Kredit Investagang diajukan

Nasabah kepada Kantor Cabang.
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c. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengaerigan/penukaran
sebagian agunan Kredit, pemberian keringanan byregaghapusbukuan
kredit macet, hapus tagih kredit dan lain sejerastiyKantor Cabang.

d. Melakukan taksasi atas agunan kredit bersama-sangad petugas atau
pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

7. Loan Officer

Loan officer adalah petugas pelaksana yang berntemgggawab kepada

Pemimpin Cabang/Wakil pemimpin Cabang Bidang Kreditalui Pemimpin

Grup Kredit Komersil dalam melaksanakan tugas-tygalsok, tugas-tugas

tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabdiyabidang

pemberian kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dzank Garansi.

Tugas pokok loan officer dalam pelaksanaan pertaedidalah :

a. Memasarkan produk-produk kredit dan bank Garangsa#te masyarakat
dalam wilayah kerja Kantor Cabang.

b. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredig ydiajukan
nasabah kepada Kantor Cabang.

c. Mempersiapkan rekomendasi/appraisal atas perparangatau
restrukturisasi Kredit Modal Kerja, Kredit Investagang diajukan
Nasabah kepada Kantor Cabang.

d. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengaarigan/penukaran
sebagian agunan Kredit, pemberian keringanan byregaghapusbukuan

kredit macet, hapus tagih kredit dan lain sejerasiyKantor Cabang.
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e. Melakukan taksasi agunan kredit bersama-sama depgtugas atau
pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

f. Mensupervisi perkembangan usaha nasabah dan kelanpamenuhan
kewajiban nasabah kepada Bank.

g. Melakukan kunjungan penagihan dan penyelesaiant keplada nasabah
yang tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada &a@abang.

8. Petugas Administrasi Kredit

a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusatit lseperti Surat
Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau Surat Pemolddcedit untuk
disampaikan kepada pemohon kredit.

b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan deregdisasi kredit
mencakup perjanjian kredit berikut perjanjian tarutya serta warkat-
warkat realisasi kredit berupa kuitansi/nota-nota.

c. Melaksanakan proses realisasi kredit berupa petemginan perjanjian
kredit berikut perjanjian turutannya oleh nasabah pejabat berwenang,
penandatanganan kuitansi realisasi kredit olehbadsgenandatanganan
nota-nota pembebanan biaya sehubungan denganasedtiedit oleh
pejabat bank, serta pengikatan agunan kredit sdsei@intuan yang
berlaku.

d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen-dokumen parjariredit
berikut dokumen perikatan turutanya serta warkakatayang berkaitan

dengan realisasi kredit.
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4.2.2

. Melakukan entry data dan transaksi ke dalam OLI&&i/sBungan dengan

adanya realisasi atau perpanjangan kredit.

Melayani Nasabah Kredit Modal Kerja, Kredit Invesstdan Bank Garansi
yang memerlukan pinjaman dokumen perikatan/agurean sgjenisnya
serta melayani pihak berkepentingan seperti augdéoreriksa dan
lainnya yang memerlukan peminjaman dokumen-dokuyaeg berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Kredit Médaja, Kredit

Investasi dan Bank Garansi.

. Memonitor jatuh tempo angsuran pokok kredit, jatetnpo masa berlaku

Kartu ldentitas Nasabah, dokumen perizinan nasahsiwansi barang
agunan dan sejenisnya serta mengkomunikasikanmpad&epetugas dan

pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

. Melakukan pengkinian data nasabah dalam progrankaaplOLIBS

setiap terjadi perubahan data nasabah.
Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankanuefile nasabah
serta dokumen-dokumen, warkat-warkat dan laporneoréan yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberidit.kre

Prosedur Pelaksanaan Perkreditan

. Tahap Permohonan
Permohonan kredit dilakukan langsung oleh pemobaloif nasabah) kepada

bank. Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperaatdan dilaksanakan oleh

setiap pejabat kredit dalam hal menerima suatu @eoman kredit adalah:
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a. Surat permohonan diajukan secara tertulis olehncdébitur diantaranya
mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal, slata calon debitur
dan maksud permohonan.

b. Surat permohonan harus ditandatangani oleh pihad lparwenang.

c. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada bukstn&gidan diberikan
nomor register, serta didisposisi oleh pejabat bbekwenang untuk
tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.

2. Tahap Analisis Kelayakan Kredit

Analisis kelayakan kredit dibuat berdasarkan asgmdek penilaian

sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan tamtdng Proses

Persetujuan Kredit. Hal-hal yang dibahas dalam lagm aspek tersebut

disesuaikan dengan objek pembiayaan ganformance debitur. Dalam

menganalisis aspek keuangan, minimal analis haameliti dan menjelaskan
tentang kebutuhan modal, penyediaan dana sefsiffi financing)debitur,

rencana penarikan kredit, jadwal angsuran, pergénrkelayakan usaha dan
informasi penting lainnya. Analisis yang telah Kilkan disusun secara
sistematis dalam bentuk appraisal kredit yang keéamudirekomendasikan
kepada pejabat Pemutus Kredit untuk memberikan tkepn terhadap

rekomendasi tersebut.

3. Tahap Pemeringkatan Kredit
Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan kanadilakukan

pemeringkatan kredit dengan mempedomani Keputusaekd) tentang
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Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Repdautus Kredit,
wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan kred#lamh membuat

keputusan kredit atas permohonan kredit calon detatsebut.

. Tahap Keputusan Kredit

Keputusan kredit oleh pejabat Pemutus Kredit addalupa keputusan
disetujuinya permohonan kredit atau keputusan aktota permohonan
kredit. Keputusan kredit yang disetujui harus deedengan syarat-syarat
kredit. Keputusan kredit yang ditolak disampaikagpdda calon debitur

secara tertulis dengan memberikan alasan yangdatabijaksana.

. Tahap Perjanjian Kredit

Penandatanganan perjanjian kredit berikut selurehapjian turutannya,

dilaksanakan setelah debitur menandatangani Sunaef®juan Pemberian
Kredit (SPPK) bermaterai cukup dan telah diseraléembali kepada bank.
Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperhinal kredit yang

relatif besar atau permasalahan hukum yang rédaipleks, maka Perjanjian
Kredit dilakukan secara Notarial Akta. Dokumen aejign kredit minimal

dibuat dalam rangkap dua dengan penggunaan sakammntuk bank dan

satu rangkap untk debitur.

. Tahap Realisasi Kredit
Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah dehbitemandatangani Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) di atagnmaiatmenandatangani
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Perjanjian Kredit berikut turutannya dan melengkagpkumen yang
dipersyaratkan bank. Pembebanan biaya yang tinthsl Rerjanjian Kredit
seperti biaya provisi, supervise fee, premi asuyaraya administrasi dan

biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasitkred

7. Tahap Pembukuan
Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberidib diteaksanakan sesuai
dengan Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank. Ségadsaksi harus
dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit, penaam provisi, supervisi fee,
penerimaan biaya administrasi kredit, pembebanayalainnya, penerimaan

bunga, penerimaan denda, dan penerimaan angsikak. po

8. Dokumentasi kredit
Bagian Administrasi kredit mendokumentasikan pgigan kredit,
mendokumentasikan perikatan turutannya, warkat-atankang berkaitan
dengan realisasi kredit dan dokumen-dokumen lainyayag terkait dalam
legalisasi dan realisasi kredit, supervisi kredi ghelaporan kredit.

9. Supervisi dan Pelaporan
a. Supervisi. Supervisi dilakukan dengan cara :

1) Supervisi aktif. Supervisi dilaksanakan langsundagmngan atau ke
tempat/lokasi objek pembiayaan. Minimal supervigifalilaksanakan
pada awal setelah kredit direalisir, pada setia@dmya transaksi
penggunaan dana kredit selanjutnya dan supervish rsesuai

kebutuhan.
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2) Supervisi pasif. Pengawasan pasif dilaksanakan lunekvaluasi
laporan rutin perkembangan usaha yang dibuat debitu
b. Pelaporan. Untuk kepentingan pengawasan kredit, toKkaiCabang
membuat laporan antara lain laporan kunjungan @il awaha atau awal
realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin. Lapopengawasan di file
dalam arsip kredit debitur.
4.2.3 Pelaksana Audit Operasional

Struktur Organisasi Divisi Pengawasan

DIREKTUR

UTAMA

DIVISI

PENGAWASAN

Bagian
Perencanaa Grup Grup Grup
n, Pengawas Pengaw Pengawa
Monitoring an asan Sa'; o
& Evaluasi pemasara Operasi Teknologi
n .
Gambar 4.3

Sumber : Divisi Pengawasan Bank Nagatri
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Audit operasional dilaksanakan sepenuhnya olehsDivengawasan Bank

Nagari. Divisi Pengawasan secara hierarkis orgtorisaberada di bawah Direktur

Utama, sehingga auditor internal mempunyai kedudd#®isus dalam perusahaan,

yaitu merupakan yang independen dan bertanggurapjd@ngsung kepada Direktur

Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan De@misaris melalui

Komite Audit di dalam melaksanakan aktivitasnya. ddar internal bersifat

independen dalam melaksanakan aktivitas audihyartidak terlibat langsung dalam

aktivitas operasional perusahaan yang dapat mergtandependensinya.

Adapun yang menjadi tugas Divisi Pengawasan BanlgaNaadalah

membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tuggestu Pengendalian

Manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, melalui

1) Pengawasan terhadap kecukupan dan kehandalan gegyataan

Sistem Pengendalian Intern pada setiap lini organegar :

a.

Harta kekayaan Bank meliputi Asset, Catatan dan ubDwn
terjaga dengan aman

Tersedianya laporan yang lebih akurat

Terjadinya peningkatan kepatuhan terhadap ketentyang
berlaku

Terjadinya pengurangan dampak keuangan/kerugian,
penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan petaag@spek
kehati-hatian

Terdapat peningkatan efektivitas organisasi dasiegisi biaya.
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2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pelm@nda
Manajemen Risiko di setiap lini organisasi bankuint
a. Meningkatkarshareholder value
b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai
kemungkinan kerugian Bank di masa datang, menikghkat
metode dan proses pengambilan keputusan yang aisdeypang
didasarkan atas ketersediaan informasi

c. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih takneagenai
kinerja bank

d. Menilai risiko yang melekat pada instrument atagi&an usaha
Bank dan terciptanya infrastruktur manajemen rigikog kokoh
dalam rangka meningkatkan daya saing bank

3) Melakukan pemeriksaan berdasarkan norma-norma dardugn
(Pedoman) pemeriksaan dengan memperhatikan proédisime,
kedudukan organisasi pemeriksaan, wewenang damguaggjawab
sebagaimana diatur dalam Kode Etik Auditor Intem dPiagam
Audit.

4) Memfasilitasi Auditor Ekstern yang melakukan perk&man terhadap
aktivitas bank dan memastikan saran dan rekomeralelsi auditor
ekstern tersebut ditindaklanjuti sebagaimana mgstin

Jadi Divisi Pengawasan bertugas dan bertanggungbjamtuk membantu

tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam kudan pengawasan dengan
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cara menjabarkan secara operasional baik perencar@Eaksanaan maupun
pemantauan hasil audit serta menjamin adanya p#agelyang sehat dan memadai
pada semua tingkatan manajemen di seluruh Bank rNagahingga dalam

menjalankan tugasnya, Divisi Pengawasan berwenaaggakses semua fungsi
catatan, property dan karyawan bank sesuai penugaskt tanpa dibatasi oleh pihak
manapun. Hal ini juga mengakibatkan auditor intedapat memberikan pendapat

dengan bebas tanpa pengaruh atau tekanan darirpdrapun.

Anggota Divisi Pengawasan Bank Nagari memiliki ddialakang pendidikan
formal, telah berpengalaman sebagai auditor dam telengikuti program pelatihan
untuk mengembangkan kompetensinya. Guna menjagitakudnasil audit dan
mengembangkan kompetensi sebagai seorang audiesnah maka Bank Nagari
pada setiap tahun anggarannya membuat program Rajangkatan Kualitas
Kompetensi seluruh auditor di lingkungan Divisi Bawasan. Program peningkatan
kualitas ini dilakukan secara berkesinambungan aenmelaksanakan program
training yang dibutuhkan auditor internal di lingigan Divisi Pengawasan. Divisi
Pengawasan mengikuti berbagai program pelatihaertsepLoka Karya, Money
Laundering dan Teknik Pelacakan, Psikologi dan Kwoikasi dalam Audit, Dasar-
Dasar Investigasi Bagi Satuan Pengawasan InternPdagram Pendidikan Profesi
Berjenjang yang diselenggarakan oleh YPAI (YayaBandidikan Auditor Internal)
dengan tingkatan Dasar-Dasar 1, Dasar-Dasar Audiagjutan 1, Lanjutan 2, dan

Manajerial.
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Pemeriksaan perkreditan dijalankan oleh Grup Peagaw Pemasaran.

Dimana Grup Pengawasan Pemasaran melakukan pergateaisadap pengelolaan

Aktiva Produktif (Perkreditan/Pembiayaan, Penempatian Investasi Jangka

Panjang Lainnya) dan pengelolaan Pendanaan (Ginggnffan Antar Bank, Dana

Kelolaan, Pinjaman Jangka Panjang, Modal dan Laitogysifat Pinjaman Bank).

Adapun tugas Grup Pengawasan Pemasaran adalalaidedalgut

a. Menyusun Rencana Kerja tahunan berilagtion plan atas program-

program kerja.

b. Mengelola peraturan dan ketentuan serta kebijakamprdsedur yang

berhubungan dengan aktivitas pemasaran.

c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aktiyieasasaran di

kantor pusat maupun di cabang-cabang, cabang p&mtan kantor kas

sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telahpi@etaneliputi :

1)

2)

3)

Pengujian kesesuaian kebijakan dan prosedur dekef@mtuan dan
peraturan yang lebih tinggi dan kesesuaian pelalesandengan
kebijakan dan prosedur, ketentuan dan peraturang ysiah
ditetapkan.

Melakukan evaluasi dan atau pengujian atas kecuwkppagendalian
aktivitas pemasaran meliputi pengorganisasian, ngarean,
kebijakan, prosedur, SDM, pencatatan dan pelaporan.

Melakukan pengujian dan evaluasi atas kinerja petagn aktivitas

pemasaran.
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4) Melakukan pengujian dan atau teknik audit lainngagy diperlukan
atas pencatatan dan atau pelaporan pengeloladitagakfiemasaran
secara berkala dan berkelanjutan.

5) Merekomendasikan perbaikan atas penyimpangan, akseduaian
dan atau ketidakefektifan, ketidakefisienan dan uata
ketidakekonomisan pengelolaan aktivitas pemasarang ydiatur
dalam norma pelaporan kepada unit kerja terkaitrdemantau tindak
lanjut temuan pemeriksaan.

d. Melakukan audit khusus atau audit terbatas kepadéok pusat, kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kasdagsan terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas pemasatiag berpotensi
risiko yangsignificantbagi bank.

4.2.4 Pelaksanaan Audit Operasional Kredit

Auditor internal sebagai pelaksana audit operasigrzala Bank Nagari
membantu pihak manajemen dalam usaha mencapaiveétekkegiatan operasional,
selain itu kegiatan ini dilakukan untuk mendetelsg®dini mungkin berbagai

kemungkinan penyimpangan atau kelemahan yang muidgieimukan.

Divisi Pengawasan Bank Nagari melakukan pemerikkagiatan perkreditan

dengan beberapa tahap yaitu :

1. Persiapan Audit
2. Penyusunan Program Audit

3. Pelaksanaan Penugasan Audit
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4. Pelaporan Hasil Audit
5. Tindak Lanjut Hasil Audit
4.2.4.1Persiapan Audit
Kegiatan yang dilakukan Auditor Internal pada tapepsiapan audit adalah

meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan aanlpehelitian pendahuluan.

A. Penetapan Penugasan

Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk peatiuem kepada auditor
sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimaetamktin dalam rencana audit
tahunan Bank Nagari. Penetapan penugasan disampaikdn Kepala Divisi
Pengawasan kepada ketua dan tim audit dalam bentak penugasan, yang antara
lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, wgkng diperlukan serta tujuan
audit.

Jumlah tim audit yang ditugaskan dalam pemerik&aadit adalah tiga orang
auditor yang terdiri dari ketua tim, satu orang imrduntuk pemeriksaan kredit
komersil dan satu orang auditor untuk pemeriksa@uik personal. Waktu yang
dibutuhkan dalam melaksanakan audit adalah selahmai4 sedangkan tujuan dari
pemeriksaan kredit adalah untuk memastikan bahwa:

1. Struktur organisasi kredit telah menggambarkan raecspesifik garis
kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi dingidaedit serta telah
menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggungbjastas fungsi

pemasaran dan analisis kredit dan fungsi admisistien pelaporan.
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2. Penempatan personil kredit telah dilakukan ber#tasarpertimbangan
kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai depgsisi jabatan dan
tugas.

3. Pengelolaan kredit telah didukung dengan sistenggatalian yang cukup
serta telah sesuai dengan kebijakan perkreditark {&i®B), pedoman
pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-ketentuannrtnnya dan ketentuan-
ketentuan ekstern yang terkait dengan kredit.

B. Pemberitahuan Audit
Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi denga gemberitahuan audit
yang disampaikan kepada Bank Nagari Cabang Utantmngasebelum audit

dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan terselartealain mengemukakan:

a. Penegasan kembali wewenang Auditor Internal Kradtuk melakukan
audit kredit sebagaimana telah ditetapkan padaniatéudit Charter;

b. Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kewghted, yang
dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit seRaligeis mendapatkan
penjelasan dari kepala satuan kerja Auditee mengegéatan dan fungsi
dari satuan kerja Auditee;

c. Susunan ketua dan anggota tim;

d. Informasi yang diperlukan.

Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Auditee dalam maBank Nagari Cabang

Utama Padang meneruskan kepada pejabat bawahastrggas pemberitahuan akan

84



dilakukan audit oleh Auditor Internal kredit danstiruksi untuk mempersiapkan
data/informasi serta dokumen yang diperlukan.
C. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengesralndemahami setiap
kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supay# daplat difokuskan pada hal-
hal yang strategis sehingga Auditor dapat merumuskaan audit secara lebih jelas.
Dalam tahap ini Auditor internal kredit melakukaenmhaman aspek-aspek dari
Auditee antara lain fungsi, struktur organisasdkrevewenang dan tanggung jawab
pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kreditbijlean kredit, sistem dan

prosedur operasional kredit, aspek legal dan kedengainnya.

Pada tahap ini, prosedur yang dijalankan auditermal kredit adalah:

a. Organisasi

1) Memahami struktur organisasi, tugas pokok dan fufuggsi pada
unit kerja kredit.

2) Memahami wewenang dan tanggung jawab dari Pemi@ginang,
Pemimpin Bagian Administrasi Kredit, Pemimpin Sdksgalisasi dan
Realisasi, Pemimpin Seksi Penagihan dan Supervesii Pemimpin
Seksi Pelaporan, Loan Officer, Analis, dan Petugasninistrasi
Kredit.

3) Memahami alur kerja satuan-satuan kerja yang terki@ngan
pengelolaan kredit.

b. Manajemen SDM Kredit dan Implementasi Kredit
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1) Memahami kebijakan dan prosedur pengelolaan SDMlitkigang
mencakup pengembangan, mutasi/rotasi dan terminstsindar
penilaian karya dan remunerasi.

2) Memahami kebijakan dan prosedur pemberian kredih gengikatan
hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terk@é&ngan
pengelolaan kredit.

Tim audit memperoleh pemahaman mengenai organis@siaiemen SDM
dan implementasi Kredit dengan berpedoman padankeddelaksanaan Kredit
(PPK), Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), dan kepatikeputusan direksi (SK
Direksi) lainnya yang berkaitan dengan hal tersedeperti SK Direksi tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang Utama Rgpd8K Direksi mengenai
Organisasi dan Manajemen Perkreditan, SK Direkgateg Wewenang Memutuskan
Kredit, keputusan-keputusan Direksi tentang PeaatUPelaksanaan Kredit Modal
Kerja, keputusan-keputusan Direksi tentang Perggdfiegawai, Kepangkatan dan
Jabatan Pegawai, Jenjang Karier Pegawai dan Pedd&wanndahan Pegawai,
Keputusan-keputusan Direksi tentang Provisi, Comenitt fee, Supervisi Fee dan
Biaya Administrasi Kredit dan Perjanjian Kerja Samdengan Pemko, Lembaga

Penjamin, Perusahaan Asuransi, Notaris/PPAT darsiltam.

Persiapan audit yang dijalankan Divisi PengawasamkBNagari telah
memadai dimana sebelum melakukan pemeriksaan ke&diitor Internal Kredit
Bank Nagari terlebih dahulu menerima penugasan Kepala Divisi Pengawasan

dalam bentuk surat penugasan untuk melakukan plesaan kegiatan perkreditan
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pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Hal ini mkeuplegalitas formal yang

dibutuhkan sebagai bentuk penugasan sekaligus kegan yang diberikan kepada
auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksgaetelah menerima penugasan,
auditor internal memberitahukan kepada Bank Na@abang Utama Padang dalam
bentuk surat pemberitahuan bahwa akan dilakukarepksaan pada Kantor Cabang.
Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan Bdagari Cabang Utama Padang
untuk mempersiapkan segala informasi atau data yhAbgtuhkan oleh auditor

internal kredit dan juga sebagai legalitas formahgy menjelaskan kewenangan
auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksaahingga Bank Nagari Cabang

Utama Padang tidak boleh membatasi pemeriksaanajargdilakukan auditor.

Auditor internal kredit juga telah melakukan peti@h pendahuluan dimana
auditor internal kredit mengenal dan memahami pesat kebijakan dan pedoman
perkreditan bank, struktur organisasi kredit, weavendan tanggungjawab pihak-
pihak yang terkait dengan perkreditan, aspek lelgal ketentuan lainnya. Dengan
dilakukannya penelitian pendahuluan, auditor irderrkredit akan memiliki

pemahaman mengenai unit kerja yang akan diauditnya.

4.2.4.2Penyusunan Program Audit

Auditor Internal Kredit Bank Nagari membuat rencdaagkah kerja yang
harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yangsditan atas tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta informasi yang adaatenkegiatan perkreditan yang

diperiksa. Adapun program audit kredit Bank Nagaalah :
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a. Periode Pemeriksaan Tanggal 19 s.d 22 Oktober 2010
b. Tujuan Audit
Auditor Internal Kredit Bank Nagari melakukan ewadudesain dan implementasi

organisasi dan kegiatan perkreditan, untuk mensastilahwa :

1. Struktur organisasi kredit telah menggambarkan reespesifik garis
kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi dnbi#teedit serta telah
menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggungbjatas fungsi
pemasaran dan analisis kredit dan fungsi admisistien pelaporan.

2. Penempatan personil kredit telah dilakukan ber#asampertimbangan
kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai dgragasi jabatan dan
tugas.

3. Pengelolaan kredit telah didukung dengan sistemggregalian yang
cukup serta telah sesuai dengan kebijakan perirediank (KPB),
pedoman pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-keteniintern lainnya
dan ketentuan-ketentuan ekstern yang terkait dekggalit.

c. Lingkup Audit

Yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan kredit ddala

1. Organisasi kredit : Pemimpin Cabang, Pemimpin &agAdministrasi
Kredit, Pemimpin Seksi Legalisasi dan RealisasmiRgin Seksi Penagihan
dan Supervisi Kredit, Pemimpin Seksi Pelapoilamgan Officer Analis, dan

Petugas Administrasi Kredit.
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2. Manajemen SDM Kredit : Penugasan, pendidikan ddatipan personil
pengelola kredit.
3. Pengendalian kredit dan kepatuhan terhadap ketgensistem dan prosedur
kredit dalam pelaksanaan kredit.
d. Data dan Informasi
Dalam melaksanakan audit operasional, Divisi Peagaw Bank Nagari
menggunakan berbagai jenis data untuk dijadikaaalnalisis dan evaluasi atas

aktivitas perkreditan. Data-data yang digunakaradda

1. Struktur organisasi dan data pegawai dari unitakemng terkait dalam
kegiatan perkreditan.

2. Data master kredit dari Divisi Teknologi Informalsin Akuntansi.

3. Data lainnya dari hasil pemeriksaan pasif oleh taudiang ditunjuk dalam
uraian tugas dan tanggung jawab para auditor padadRa Kerja Divisi
Pengawasan.

4. Hasil audit tahun-tahun sebelumnya.

e. Metode Audit

1. On deskdanon field menggunakan data dan informasi yang dapat diakses
oleh Tim Audit. Untuk mendapatkan data dan infoimdalam rangka
pengujian, tim audit Bank Nagari menggunakan berbageknik
penghimpunan data seperti sampling, wawancara,apegign dan pengujian

serta melakukan konfirmasi.

89



2. Sampel audit diperoleh dari debitur yang melakutiajaman terbanyak atau
merupakan debitur terbesar kantor cabang dan sasepala acak menurut
populasi rekening masing-masing jenis kredit, tatgkolektibilitas kredit
sertgjudgmentberdasarkan potensi risiko.

f.  Prosedur Audit
1) Pengendalian

1. Pahami struktur organisasi, tugas pokok dan fuhusgisi pada unit
kerja kredit

2. Pahami kebijakan dan prosedur pengelolaan SDMtkredi

3. Pahami kebijakan dan prosedur pemberian kredit seengikatan
hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terk@é&ngan
pengelolaan kredit.

4. Lakukan evaluasi kecukupan disain organisasi kisshtiai ketentuan
berlaku.

5. Lakukan evaluasi apakah kebijakan dan prosedur jeraea SDM
Kredit dan pelaksanaan kredit telah ditetapkanadsetentuan yang
berlaku.

6. Lakukan pengujian apakah terdapat pemisahan tugas jglas dalam
organisasi kredit.

7. Lakukan pengujian apakah manajemen SDM Kredit dgieémentasi

kredit telah sesuai prosedur dan kebijakan kreahigytelah ditetapkan.
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2) Pengelolaan Kredit

1.

2.

Periksa kelengkapan berkas permohonan kredit.

Periksa kelengkapan/kebenaran appraisal kredit.

Periksa kelengkapan pemeringkatan kredit berupgigianworksheet
identifikasi kredit dan penilaiarecovery rate

Periksa kelengkapan pengisian rekomendasi kredit.

Teliti kewenangan pejabat pemutus kredit, syaratatykeputusan
kredit apakah telah sesuai ketentuan berlaku, dhtn kelengkapan
SPPK.

Periksa kelengkapan pembuatan perjanjian kredit.

Periksa keabsahan agunan dan pengikatan agunan kred

Periksa pengisian data debitur pada sistem akunitamk (OLIBS)

apakah telah sesuai dengan pedoman sandi peldpan&rindonesia.

Periksa apakah kredit yang disalurkan sesuai dengans

penggunaanya.

10.Periksa pelaksanaaon the spotke tempat usaha nasabah dan

laporannya.

11.Periksa penatausahaan dan sistem penyimpanan dokueutt.

12.Uji perhitungan dan administrasi pembayaran kredgrhitungan

kolektibilitas dan PPAP kredit.

13. Periksa pelaporan kredit ke kantor pusat dan k& Badonesia.
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Auditor internal kredit telah menyusun program autkngan baik karena
program audit kredit telah menjelaskan/menyatal@artang tujuan audit, periode
pemeriksaan, lingkup audit, data dan informasi, oohet audit, dan juga telah
mendokumentasikan prosedur audit kredit. Audittermal kredit menyusun program
audit dimaksudkan agar pelaksanaan tugas audit dag@acapai tujuan yang telah
ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yangisethmungkin yang meliputi

tenaga, biaya, dan waktu yang dipergunakan.

4.2.4.3Pelaksanaan Penugasan Audit
A. Pemeriksaan pengendalian

Tahapan dalam pemeriksaan pengendalian ini adalah :

1. Evaluasi Pengendalian

Sebelumnya, pada tahap persiapan audit, auditernadt telah melakukan
penelitian pendahuluan, dimana auditor internal penoieh pemahaman mengenai
organisasi dan manajemen SDM kredit dan kebijakam prosedur yang terkait
dengan kegiatan perkreditan. Selanjutnya pada tafiapAuditor Internal Kredit
melakukan evaluasi atas kecukupan disain organisasit, kecukupan kebijakan
dan prosedur manajemen SDM dan kebijakan dan propethksanaan kredit sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Uji Pengendalian
a. Organisasi

Auditor Internal Kredit melakukan pengujian langgukepada pihak-pihak
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yang terkait dengan perkreditan untuk menilai apgkhak-pihak yang terkait dalam
organisasi kredit telah melaksanakan kegiatan sdeangan peranannya. Uji kendali
dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalamvigks perkreditan yaitu:
Pemimpin Cabang, Pemimpin Bagian Administrasi KredPemimpin Seksi
Legalisasi dan Realisasi, Pemimpin Seksi PenagiaarSupervisi Kredit, Pemimpin

Seksi Pelaporan, Loan Officer, Analis, dan Petughmsinistrasi Kredit.

b. Manajemen SDM Kredit dan Implementasi Kredit
Tim audit melakukan pengujian apakah manajemen Skdgdit dan

pelaksanaan kegiatan kredit telah sesuai dengantken berlaku.

3. Uji Terinci

Pemeriksaan lebih terperinci atas organisasi kréd@&najemen SDM dan
Implementasi Kredit dilakukan pada tahapan ini. &a Auditor Internal Kredit
melakukan pengujian dengan menganalisis fungsifperdiantara pihak-pihak yang

terkait.

a. Organisasi kredit.
Pada pemeriksaan atas organisasi kredit, terd@@apértanyaan yang harus

dijawab Auditor Internal Kredit pada tahapan initya

1) apakah terdapat rangkap tugas atau peranan paafasag kredit ?
2) apakah terdapat fungsi/peranan yang belum dialkésast
3) apakah terdapat alokasi fungsi/peranan yang tuminaaiip ?

b. Manajemen SDM Kredit dan Implementasi Kredit.
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Auditor Internal Kredit melakukan pengujian apakahdapat SDM kredit

yang :

1) Penugasan/pengangkatannya belum sesuai denganakiebij dan

prosedur?

2) Memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan kekangompetensi

posisinya ?

Tim audit juga melakukan pengujian apakah pengatolaedit telah sesuai
dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) dan PPKI¢R&n Pelaksanaan Kredit)
serta ketentuan-ketentuan intern dan ketentuamtete ekstern yang terkait dengan
bidang kredit. Pada tahap evaluasi kendali samgagah tahap uji rinci, tim audit
melakukan pengumpulan data dengan wawancara dagajnkan kuesioner pada

pihak-pihak yang terkait.

Auditor Internal Kredit telah melakukan review yamgemadai terhadap
pengendalian kredit dimana sebelum melakukan p&saamn mendalam terhadap
kegiatan perkreditan, Auditor Internal Kredit BaNlagari melakukan pemeriksaan
pengendalian atas organisasi kredit, manajemen &Mt dan implementasi kredit
untuk mengevaluasi keandalan pengendalian yanghgiipa dan dijalankan oleh

manajemen kredit.

Review terhadap pengendalian kredit mencakup esialeghadap kecukupan
disain struktur organisasi untuk memastikan adgmgmisahan tugas pihak-pihak

dalam organisasi kredit dan memastikan kecukupaigibusian tugas. Dengan
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adanya pemisahaan tugas dan pendistribusian tugag jelas maka kegiatan
perkreditan akan berjalan dengan baik dan kecil ukggkinan untuk terjadinya
penyimpangan. Selain itu, Auditor Internal Kreditgfh mengevaluasi kecukupan
kebijakan dan prosedur Manajemen SDM Kredit dan ijgkéin dan Prosedur
Pelaksanaan Kredit apakah telah sesuai dengantkatenyang berlaku. Artinya,
Auditor Internal Kredit telah memastikan bahwa kakan dan prosedur perkreditan
tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indodasi@eraturan intern bank.
Setelah evaluasi kendali, Auditor Internal Kreddmudian melakukan uji
kendali dan uji terinci dimana Auditor Internal Kie melakukan pengujian apakah
pihak-pihak dalam organisasi kredit telah melakkangperanannya sesuai dengan
tugas dan wewenangnya dan pengujian terhadap mae@jeSDM Kredit dan
pelaksanaan kredit apakah telah dijalankan seseagah prosedur yang telah
ditetapkan. Pengendalian yang efektif dapat dipermgaleh karakteristik personil
organisasi. Oleh karena itu, SDM Kredit perlu dif@ldengan baik sehingga akan
menciptakan sumber daya manusia yang mampu untlkksa@akan kegiatan
operasional kredit secara efektif. Auditor interkabdit dalam hal ini melakukan
analisis terhadap kompetensi pihak-pihak yang tedengan perkreditan, apakah
sumber daya manusia yang ditempatkan telah menkbknpetensi yang sesuai
dengan kerangka kompetensi posisinya. Dalam haRumditor Internal Bank Nagari
telah melakukan penilaian kecukupan pengendaliagiaten perkreditan dengan

memadai.
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B. Pemeriksaan Pengelolaan Kredit

Pada tahap ini, tim audit melakukan pemeriksaandalam yang berkaitan
langsung dengan pengelolaan kredit berdasarkan etaggmg telah ditetapkan
sebelumnya.

Tabel 4.1

Data sampel audit kredit untuk jenis Kredit Modal K erja

Jenis | Sampel (debitur terbesal) Jumlah Sampel terhadap
Kredit

Plafon Rekening| Tingkat Kolektibilitas Kredit
KMK Juta 30 30

Sumber : Divisi Pengawasan Bank Nagari

Dalam melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditamita internal
mengambil sampel audit dari debitur terbesar Baagaxi Cabang Utama Padang, 30
sampel secara acak menurut populasi rekening Kiddidal Kerja, 30 sampel

berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit sgttdgemenberdasarkan potensi risiko.

Pemeriksaan yang dilakukan pada tahap ini meliagiatan :

a. Penilaian permohonan kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal Kkegitan reditkn dimana
nasabah mengajukan permohonan untuk memperolelt kisd bank. Pada tahap
awal ini, Auditor Internal Kredit melakukan pemesélan dokumen-dokumen yang
terkait dengan pengajuan permohonan kredit olelitudeAuditor Internal Kredit
memeriksa kelengkapan berkas permohonan kredit kdg@ngkapan dokumen-

dokumen laporan keuangan, identitas nasabah, i@gdian perizinan usahanya.
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Kriteria yang digunakan adalah:

1. Surat Permohonan Kredit

a) Permohonan ada/ disimpan dalam file.
b) Permohonan diisi lengkap dan benar.
c) Laporan keuangan ada/ disimpan dalam file.
d) Laporan keuangan disi lengkap dan benar.
e) Permohonan didisposisi oleh pejabat.
2. Lampiran Permohonan Kredit
a) Kartu identitas nasabah/akta perusahaan
b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
c) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
d) SIUP/SIUJK/TDP (Surat Izin Usaha Perdagangan/Taimtar
Perusahaan)
e) Dokumen pendukung/perizinan lainnya
b. Penilaian kelayakan kredit
1. Auditor Internal Kredit Bank Nagari memeriksa kej&apan/kebenaran
penilaian kredi{credit appraisal)dengan melihat :
1) Pengisian latar belakang mengenai identitas, matkgudn, objek
pembiayaan, jumlah, jangka waktu, jenis dan sumpbegembalian kredit.
2) Pengisisan data pokok dengan data pemohon/kelopgrokhon dan data

kinerja kredit yang sedang dinikmati pemohon/keloknpemohon.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Penilaian aspek hukum atas legalitas pemohon, ilegabperasional,
kepemilikan usaha dan komposisi kepemilikan.

Penilaian aspek manajemen atas reputasi pemohomifgek pemohon,
organisasi perusahaan, hubungan antara pengurugiltiEin ketiga serta
sistem pembukuan.

Penilaian aspek teknis atas lokasi usaha, fasilgesduksi, proses
produksi/penjualan, bahan baku/bahan pembantu uiabesnya, tenaga
kerja dan sumbernya, lingkungan kerja, perbaikangdaraan/rencana
penambahan fasilitas produksi, serta jadwal peta@a proyek/usaha,
dan lain-lain sesuai dengan jenis usaha.

Penilaian aspek pemasaran atas produk, hargaibdgirpromosi dan

segmen, daerah, potensi, pesaing, pangsa, kel@mgpasar, serta faktor
musim dan realisasi/rencana penjualan.

Penilaian aspek keuangan atas rencana pembiayaasudaber dana,
penilaian pembiayaan dan keuangan perusahaan gertatungan

kebutuhan kredit.

Penilaian aspek agunan atas persyaratan agunarkulpan nilai agunan,
pengikatan agunan dan asuransi agunan.

Penilaian aspek social ekonomi dan dampak lingkuragas manfaat dan
dampak terhadap social dan ekonomi masyarakat, aangenting

terhadap lingkungan dan kegiatan yang wajib dilapgkleh perusahaan.
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2. Melakukan pemeriksaan atas pemeringkatan kreutegdit rating) berupa
pengisian worksheet identifikasi kredit dan peaitaecovery rate.
3. Memeriksa kelengkapan-kelengkapan pengisian rekdasehkredit

Kriteria yang digunakan:

1. Kecukupan penilaian kelayakan kredit
a) Data pokok diisi secara lengkap.
b) Aspek hukum dibahas secara memadai.
c) Aspek manajemen dibahas secara memadai.
d) Aspek teknis dibahas secara memadai.
e) Aspek pemasaran dibahas secara memadai.
f) Aspek keuangan dibahas secara memadai.
g) Aspek agunan dibahas secara memadai.
h) Aspek sosial ekonomi dibahas secara memadai.
i) Aspek dampak lingkungan dibahas secara memadai.
j) Kesimpulan jelas dan lengkap.
2. Rekomendasi
a) Rekomendasi jelas dan lengkap.
b) Rekomendasi ditandatangani oleh analis.
c. Penilaian pemberian keputusan kredit
Pada tahap ini, Auditor Internal Kredit melakuksemeriksaan pada pejabat
yang berwenang memutuskan pemberian kredit danndekuyang terkait dengan

pemberian kredit.
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Pemeriksaan lebih rinci sebagai berikut :

1. Meneliti kewenangan pejabat yang memutuskan pearbekredit dan
pelaksanaan komite kredit.

2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran syarat-syarptitkean kredit sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

3. Meneliti kelengkapan Surat Pemberitahuan Persetuiradit (SPPK) dan
kecocokan pengisian syarat-syarat kredit pada SB&#jan syarat-syarat
keputusan kredit.

Kriteria yang digunakan:

1. Keputusan pemberian kredit
a) Keputusan kredit melalui mekanisme yang berlaku
b) Syarat-syarat dalam keputusan kredit sesuai ketentu
c) Keputusan kredit ditandatangani pejabat berwenang
2. Surat pembeitahuan persetujuan kredit
a) SPPK dibuat sesuai dengan keputusan kredit
b) SPPK dikirimkan dan ditandatangani debitur
d. Penilaian realisasi kredit
1. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pembuatan npenja kredit,
perjanjian addendum kredit dan perjanjian turutanny
2. Memeriksa kelengkapan pembebanan dan dokumen pamcaredit,
pembebanan biaya realisasi kredit, pencadangaa peygikatan agunan dan

biaya asuransi agunan kredit.
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Kriteria yang digunakan:

1. Perjanjian kredit
a) Perjanjian kredit / addendum lengkap dan benar
b) PK/addendum ditandatangani oleh para pihak
c) Perjanjian turutan lengkap dan benar
2. Pencairan kredit
a) Pencairan kredit didasarkan pada dokumen pencgairag sah

b) Biaya realisasi kredit dipungut sesuai ketentuan

e. Penilaian agunan dan pengikatan agunan kredit

1.

2.

Memeriksa jenis dan keabsahan agunan yang diseralalsabah.

Memeriksa apakah pengikatan agunan telah dilakidesara legal oleh
pejabat berwenang dan telah sesuai dengan keteydangrditetapkan bank.
Memeriksa apakah perubahan struktur agunan krethh tdiikat dengan
perubahan perjanjian kredit.

Memeriksa apakah perlindungan asuransi agunantkieldh dilaksanakan
sesuai dengan syarat-syarat keputusan kredit damtkan yang ditetapkan
bank.

Memeriksa apakah dokumen-dokumen agunan, dokumegikaéan agunan
dan dokumen polis asuransi agunan telah dikuas téan disimpan di tempat
yang aman dastrong-roomtahan api.

Kriteria yang digunakan:

1. Jenis agunan sesuai dengan ketentuan berlaku
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2. Perikatan agunan kredit legal
3. Dokumen lengkap dan disimpan ditempat yang aman
4. Asuransi agunan kredit sesuai ketentuan berlaku

f. Penilaian administrasi dan pembukuan kredit

1. Memeriksa pembukaan rekening nasabah dan pengideta master
file/debitur pada sistem akuntansi bank (OLIBS)usesdiengan pedoman
sandi pelaporan dari Bank Indonesia.

2. Memeriksa pengisian data agunan kredit ke dalatersisakuntansi bank
(OLIBS) sesuai dengan dokumen taksasi agunan ldedipenentuan sebagai
faktor pengurang dalam pembentukan CKPN (Cadangangian Penurunan
Nilai).

Kriteria yang digunakan :

1. Pengisian master rekening kredit
a) Golongan kredit
b) Golongan pemilik
c) Sektor ekonomi
d) Suku bunga
e) Angsuran pokok
f) Jangka waktu
g) Jenis penggunaan
h) Lokasi usaha

2. Pengisian master agunan kredit

102



a) Entry tanggal dan nilai taksasi agunan
b) Penentuan sebagai faktor pengurang PPAP (PenyiSibaghapusan

Aktiva Produktif)

g. Penilaian kegiatan lain yang terkait dengan prgmaberian, administrasi dan

pembukuan kredit serta pembinaan dan pengawasdi #am pelaporan kredit.

1.

Memeriksa apakah kredit yang disalurkan telah sesiengan jenis
penggunaannya.

Memeriksa pelaksanaam the spoke tempat usaha nasabah dan laporannya.
Memeriksa pembuatan dan pengiriman surat penaglaparan kunjungan
penagihan(daily report) dan hasil kredit bermasalah serta evaluasi tindak
lanjut janji-janji debitur kredit bermasalah.

Memeriksa penatausahaan dokumen kredit dan sisgtagimpanan dokumen
kredit.

Memeriksa pelaporan kredit ke kantor pusat dan kekBIindonesia serta
sanksi-sanski atas kesalahan atau keterlambatgiripgan laporan.

Kriteria yang digunakan :

1. Kredit tepat guna

2. Supervisi memadai dan laporan supervisi lengkap
3. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen baik
4. Pelaporan kredit tepat waktu

Pelaksanaan penugasan audit telah dilakukan seeamadai dimana Auditor

Internal Kredit telah melakukan review terhadap geswalian kredit dan
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pemeriksaan terinci terhadap kegiatan perkreditataintahap permohonan kredit
sampai dengan kegiatan supervisi kredit dengan asengada kriteria-kriteria yang
ditetapkan berdasarkan Kebijakan Perkreditan Ba#PBj dan Pedoman
Pelaksanaan Kredit (PPK).

Sebelumnya pada tahap penugasan audit, AuditornaiteKredit telah
melakukan penelitian pendahuluan dimana Auditoerirdl Kredit telah memahami
tentang kegiatan auditee yang salah satunya penashamengenai kebijakan dan
prosedur kredit. Auditor Internal Kredit juga telahelakukan evaluasi terhadap
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan pkeasuaapakah telah sesuai dengan
peraturan Bank Indonesia dan peraturan intern ldak juga telah melakukan
pengujian pada pihak-pihak yang terkait dengarvis&s kredit untuk menilai apakah
unit-unit yang terkait dengan aktivitas perkreditilah melaksanakan kegiatan

sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Setelah melakukan review terhadap pengendalianitkr@dditor Internal
Bank Nagari melakukan pemeriksaan terinci atasakagiperkreditan yang dimulai
dari tahap permohonan kredit sampai dengan kegistigervisi kredit, sehingga
lingkup pemeriksaan telah mencakup keseluruharat@giperkreditan yang artinya
Auditor Internal Kredit telah melakukan pemeriksaannci pada setiap kegiatan
perkreditan.

Auditor Internal Kredit mengumpulkan bukti dan infeasi yang cukup,
kompeten dan relevan dengan melakukan wawancanagajan kuesioner dan

melakukan pengujian berdasarkan sampel yang telatagkan dengan melakukan
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pemeriksaan fisik atau dokumen yang dijadikan sangmsmeriksaan. Auditor
Internal Kredit memeriksa dan mengevaluasi semuarnrasi tersebut untuk
mendapatkan temuan yang didokumentasikan dalama¥éferja Audit. Selama
proses pemeriksaan, auditor internal kredit sefadunggunakan Kertas Kerja Audit
(KKA) dalam mendokumentasikan temuan-temuan yapgrdieh.

Pada akhir pemeriksaan, semua temuan-temuan inidéam dikumpulkan
dan didokumentasikan dalam bentuk ikhtisar hasitlitaulkhtisar hasil audit
menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi/peaggap yang ditemukan,
keadaan yang seharusnya terjadi, penyebab termgiagyimpangan, dampak dari

terjadinya penyimpangan, dan rekomendasi Audit@rihal.

4.2.4.4Pelaporan Hasil Audit

Sebelum Laporan Hasil Audit (LHA) dibuat, hasil watdemuan audit
dikumpulkan dalam bentuk ikhtisar hasil audit dadistusikan terlebih dahulu
dengan pimpinan cabang. Kegiatan ini dinamaleit meeting dimana pada
pertemuan tersebut tim audit mengkonfirmasikan semaudit yang telah diperoleh,
mendengarkan tanggapan/komentar auditee mengenaiate audit dan juga
menerima komitmen dari Pimpinan Bank Nagari Cabdtegna Padang mengenai

waktu penyelesaian perbaikan atau tindak lanj# @@uan tersebut.

Setelahexit meeting salah seorang auditor internal ditunjuk untuk rneat
konsep laporan yang kemudian direview oleh KepalaisD Pengawasan agar
diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telaki®p dan benar dimana laporan

tersebut telah memuat informasi mengenai temuait sechra jelas mengenai fakta,
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keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyetpatina penyimpangan,
tanggapan/komentar auditee atas temuan audit b@erpaenaran/persetujuan, atau
keberatan/penolakan dan alasannya dan komitmenk umelakukan perbaikan

dengan batas waktu tertentu dan rekomendasi parbdgri auditor internal.

Setelah review atas konsep laporan, kemudian auditernal membuat
Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup seluruh peiksaan tidak hanya
pemeriksaan kredit melainkan semua pemeriksaan gidakukan baik oleh Grup
Pengawasan Pemasaran, Grup Operasional dan Grapldgk LHA ditandatangani
atau disetujui oleh Direktur Utama dan kemudianroiikke unit kerja yang diperiksa
yaitu Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk dagatathui dan ditindaklanjuti

dan ditembuskan ke Direktur Utama, Dewan Komisaas, Direktur Kepatuhan.

4.2.4.5Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Audit

Auditor Internal Kredit Bank Nagari dalam melakskara audit operasional
terhadap kegiatan perkreditan tidak hanya melaky@aneriksaan dan melaporkan
temuan yang telah diperolehnya, melainkan juga ko&kn pengawasan tindak
lanjut Cabang atas rekomendasi yang telah diberiRanlitor Internal melakukan
pengecekkan terhadap tindak lanjut dari Bank NaGabang Utama Padang untuk
melihat sejauh mana hasil audit tersebut telahdh#lanjuti, apakah perbaikan telah
dengan tuntas dilakukan auditee, masih dalam prateskah belum diselesaikan

sama sekali.

106



Auditor Internal memantau dan menganalisis serfapoekan perkembangan

pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah ddak Auditee yang meliputi:

a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut dilakik&isi Pengawasan
Bank Nagari untuk mengetahui perkembangan dan megatjan Bank Nagari
Cabang Utama Padang apabila belum dapat melaksaramitmen perbaikan
menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikatapxit meetingyang telah
diadakan sebelumnya.
b. Analisis kecukupan tindak lanjut
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjutakakan analisis
kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang tllalksanakan Bank Nagari Cabang
Utama Padang, apakah perbaikan telah dengan ulitdkskan auditee, masih dalam
proses ataukah belum diselesaikan sama sekalitgkudiernal membuat persentase
jumlah temuan yang telah tuntas diperbaiki (Tel#p/SS), persentase perbaikan
yang masih dalam proses (Dalam Proses/DP) dannpassetemuan yang belum
diselesaikan (Belum Siap/BS). Selanjutnya pengetddeambali atas tindak lanjut
dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambytag menyebabkan tindak lanjut

tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya

c. Pelaporan tindak lanjut
Perbaikan-perbaikan yang dilakukan Bank Nagari 6ghidtama Padang atas
temuan yang diperoleh pada pemeriksaan dilaporkéamdbentuk Laporan Tindak

Lanjut Hasil Audit dan dikirimkan ke Divisi Pengasem. Divisi pengawasan dalam
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hal ini adalah Auditor Internal yang ditunjuk memabW HA (Laporan Hasil Audit)
merespon Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yangirikkan oleh Bank Nagari
Cabang Utama Padang tersebut dengan menganalideupan perbaikan yang telah

dilakukan.

Dalam hal Bank Nagari Cabang Utama Padang meldvastis kesepakatan
waktu perbaikan yang telah ditetapkan paddé meeting maka Divisi Pengawasan
memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utaraa @ewan Komisaris untuk
tindakan lebih lanjut dan atas persetujuan darel®inr Utama, Divisi Pengawasan
mengirimkan Surat Pembinaan ke Bank Nagari Cabaagd Padang untuk dapat
melengkapi kembali kekurangan. Biasanya Bank Na@aang Utama Padang
diberikan batas waktu 7 hari sejak tanggal suratbjpeaan untuk menindaklanjuti
temuan audit tersebut.

Auditee dalam hal ini Bank Nagari Cabang Utama Rgdmemberikan
respon yang baik terhadap hasil temuan dan sardoaipan yang diberikan dari
auditor internal kredit. Auditee selalu mengirimkhaporan Tindak Lanjut Hasil
Audit yang menyatakan/menjelaskan temuan-temuantcaughternal yang telah
ditindaklanjuti oleh Cabang Padang. Laporan Tindakjut Hasil Audit merupakan
respon Bank Nagari Cabang Utama Padang terhadapdrapiasil Audit yang telah

dikirimkan Divisi Pengawasan.
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4.2.5 Analisis Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Efektivitas berhubungan dengan hasil operasi seghingntuk menilai
efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapenitai apakah pelaksanaan kredit
tersebut telah mencapai sasaran tertentu. Efedgivitegiatan perkreditan akan
tercapai jika NPL yang dicapai akan rendah yaitbalah standar maksimal, yaitu
5%.

Berikut adalah kolektibilitas / kualitas Kredit Mald Kerja Bank Nagari

Cabang Utama Padang dalam 3 tahun terakhir yaaj tkaudit: 2008, 2009, dan

2010.
Tabel 4.2
Kualitas Kredit Modal Kerja
Bank Nagari Cabang Utama Padang
Per 31 Desember 2008, 2010 dan 2010
Kualitas Kredit 2008 2009 2010

Lancar 253.721.294.761 238.708.000.000 321.9443383.
DPK 4.067.000.000 5.262.994.761 5.698.800
Kurang Lancar 1.230.000.000 579.000.000 2.023.000.000
Diragukan 956.000.000 3.832.500.00Q 445.000.000
Macet 19.170.000.000 20.674.000.000 23.3a87/
Jumlah Kredit| 279.144.294.761 269.056.494.761 353.417.478.10
Disalurkan

Sumber : Bank Nagari Cabang Utama Padang
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Berikut adalah perhitungan dan analisa terhadagkkbilitas Kredit Modal

Kerja Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam 3 tenakhir (2008 s.d 2010).

Tabel 4.3

Performance Loan KMK
Bank Nagari Cabang Utama Padang
Per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010

Tahun 1 2 3 [(1+2) : 3] x 100%
Lancar DPK Jumlah Kredit Performance Loan
Disalurkan
2008 253.721.294.761  4.067.000.0p0 279.144/73 92%
2009 238.708.000.000 5.262.994.761 269.086/49 91%
2010 321.944.583.3338 5.696.900.000 353.487104 93%

Sumber : Hasil Performance Loan diolah sendiri

Tabel 4.4

Tingkat Kolektibilitas KMK
Bank Nagari Cabang Utama Padang
Per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010

Tahun Performance Loan NPL
2008 92% 8%
2009 91% 9%
2010 93% 7%

Sumber : Hasil Tingkat Kolektibilitas diolah sendir

Berdasarkan perhitungan terhadap tingkat kolekalsilkredit modal kerja

yang disalurkan Bank Nagari Cabang Utama Padangadam 2008 s.d 2010 terlihat

bahwanon performance loamelebihi batas maksimal NPL yang ditetapkan Bank

Indonesia, dimana pada tahun 2008 s.d 2010 NPLdae38o, 4%, dan 2% di atas

batas maksimal NPL yaitu 5%. Walaupun tingkat Krédrmasalah Bank melebihi

batas maksimal NPL, namun bank telah berupaya untekingkatkan kualitas

kredit, dimana terlihat bahwa tingkpérformance loairmeningkat pada tahun 2010
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yaitu terjadi kenaikan 2% dibandingkan tahun sebalga walaupun sempat turun di

tahun 2009 sebesar 1 % dibandingkan tahun 2008.

Dalam hal ini, auditor internal kredit selalu besyp untuk meningkatkan
efektivitas kegiatan perkreditan agar kualitas kredi tahun-tahun selanjutnya
semakin baik. Ini terlihat dari pemeriksaan kegiatgerkreditan yang dilakukan
dengan memperhatikan potensi risiko berdasarkaek#bilitas kreditnya dan juga
melakukan pemeriksaan atas penyaluran kredit tephagisabah/debitur yang
melakukan peminjaman dengan plafon tertinggi. Rikaanya pemeriksaan terhadap
kegiatan perkreditan secara berkelanjutan dengdakuol@n pemeriksaan yang rinci
terhadap proses analisis kelayakan kredit, pensaiksatas otorisasi pemberian
keputusan kredit, pemeriksaan terhadap kegiatagaweasan kredit dan kegiatan
lainnya yang berhubungan dengan pemberian, adnaisist pelaporan dan
pengawasan kredit juga telah membuktikan bahwat apéirasional kredit memiliki
peranan dalam meningkatkan efektivitas kegiatarkreditan dimana tingkahon
performanceloan telah turun 2% dibandingkan tahun sebelumygag berarti

terjadinya peningkatan kinerja perkreditan padakBdagari Cabang Utama Padang.

Diharapkan pemeriksaan kegiatan perkredian yankelzanutan akan makin
meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dian&#L bank semakin turun dan

berada dibawah batas maksimal NPL yang ditetaplkeark Bxdonesia.
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BAB V

PENUTUP

5.1Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperolpbnulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Divisi Pengawasan Bank Nagari melakukan audit apenal kegiatan
perkreditan pada Bank Nagari Cabang Utama Padangadebeberapa tahap
yaitu:

a. Persiapan Audit. Pada persiapan audit, kegiatantéwiditernal Bank Nagari
adalah meliputi penetapan penugasan, pemberitaludit dan penelitian
pendahuluan.

b. Penyusunan Program Audit. Program audit memuataujaudit, periode
pemeriksaan, lingkup audit, data dan informasigiasedur audit.

c. Pelaksanaan Penugasan Audit. Auditor internal kradlakukan pemeriksaan
pengendalian dan kemudian dilanjutkan dengan p&ssamn kegiatan
perkreditan yang telah dijalankan yang dimulai daermohonan kredit
sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawashn kre

d. Tahap Pelaporan Hasil Audit. Auditor internal mamgeis temuan audit,
mendiskusikan temuan dengan kepala Divisi Pengawasangadakamxit
meetingyaitu diskusi dengan auditee untuk mendengarkaggtgpan auditee

mengenai temuan audit dan memperoleh komitmen perbatas temuan
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audit, review konsep laporan oleh Kepala Divisi gemasan dan membuat
Laporan Hasil Audit (LHA).

e. Tahap Pengawasan Tindak Lanjut. Auditor internaimamgtau komitmen
Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam memperbakkir&angan yang
ditemukan dalam pemeriksaan, menganalisis kecuktipdak lanjut, dan
melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Konsisaas tindak lanjut

Bank Nagari Cabang Utama Padang yang melewati kesgpakatan.

2. Audit operasional atas kegiatan perkreditan padakBéagari Cabang Utama
Padang telah memadai dimana audit operasional tilakukan dengan proses
yang sistematis yang mengacu pada Standar Pelaksdnagsi Audit Intern

Bank (SPFAIB).

3. Audit operasional cukup berperan dalam meningkatkéektivitas kegiatan
perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Padang diredala terjadi peningkatan
kualitas kredit pada tahun 2010. Walaupun Bankrbetampu mencapai NPL
dibawah batas maksimal yaitu 5% seperti ketentuankBlndonesia namun
Performing LoanKMK telah meningkat dari 91% menjadi 93% yang raji
NPL Kredit Modal Kerja telah turun 2% dibandingkaahun sebelumnya.
Dengan dilakukan audit operasional atas kegiatankrgditan secara
berkelanjutan yang berpedoman pada SPFAIB dihamafleak mampu untuk
meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dian@PL dapat turun dan

berada di bawah 5%.
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5.2Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mealsis efektivitas
kegiatan perkreditan tidak hanya dengan mengulkugkét kolektibilitas
kredit melainkan juga membandingkan pendapatandyagg diperoleh dari
kegiatan perkreditan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Bagi perusahaan, penulis menyarankan agar pemaniksgperasional
perkreditan tidak hanya dilakukan satu tahun sekadéingingat kredit
merupakan kegiatan utama bank yang mengandung lbasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini tidak memaparkan temuan-temuan ydigeroleh dalam
pemeriksaan perkreditan karena laporan hasil amditupakan dokumen
rahasia bank yang menyangkut nama nasabah dan-gitek yang terkait

dengan perkreditan.

2. Peneliti tidak menganalisis perkembangan penyelesaimuan audit, karena
kesulitan dalam memperoleh data tindak lanjut lapohasil audit kredit
untuk beberapa tahun. Namun secara umum Bank N&gdrang Utama
Padang telah menindaklanjuti hasil audit walaupilakdkan secara bertahap

dan terkadang melewati batas waktu yang telah aksgpdalanmexit meeting.
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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Wawancara kepada Auditor Internal Kredit Bank Nagari
a. Gambaran Umum Divisi Pengawasan
1. Bagaimana Struktur Organisasi/kedudukan Divisi Bemgan di dalam
perusahaan ?
2. Apa yang menjadi tugas Divisi Pengawasan ?
3. Fungsi/pihak mana yang terkait dengan pelaksanadit aperasional atas
kegiatan perkreditan ?
4. Apa yang menjadi tugas Grup Pengawasan Pemasarési Pengawasan
Bank Nagari ?
5. Apakah auditor internal Bank Nagari memiliki komé&m untuk selalu
mengembangkan kompetensinya sebagai auditor itferna
6. Apakah auditor internal mengikuti program pelatinamuk meningkatkan
kompetensinya sebagai auditor internal ?
7. Apa saja program pelatihan yang telah dijalankah @dluditor Internal Bank
Nagari ?
b. Pelaksanaan Audit Operasional
1. Apakah auditor internal kredit dalam menjalankamygasan audit telah
berpedoman kepada SPFAIB?
2. Berapa orang Auditor Internal Kredit yang ditunjuktuk melakukan audit

kegiatan perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Rp@an
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. Apakah dalam melakukan audit, Auditor Internal HKrelah dilengkapi
dengan surat penugasan ?

. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam surat pesargtersebut ?

. Apakah Auditor Internal Kredit selalu mengirimkanrat pemberitahuan
kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang sebelutnddadukan ?

. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam surat peitabeian audit tersebut ?

. Apakah Auditor Internal Kredit sebelum melakukanmpeksaan, telah
melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoéghapaman mengenai
hal-hal yang terkait dengan kegiatan perkreditankBdagari Cabang Utama
Padang ?

. Bagaimana cara/ prosedur yang dijalankan Auditéerhal Kredit untuk
memperoleh pemahaman mengenai objek yang diteliti ?

. Apakah auditor internal kredit selalu membuat paograudit sebelum

melakukan audit ?

10. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam programtdadiebut?

11.Apakah auditor internal kredit telah melakukan egvipengendalian kredit

sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan

12. Apa saja yang menjadi lingkup pemeriksaan pengeardedrsebut ?

13.Bagaimana prosedur pemeriksaan pengendalian ykakykian ?

14. Apa metode pengumpulan data yang digunakan auditrnal kredit dalam

melakukan pemeriksaan pengendalian ?

15. Pada kegiatan-kegiatan apa saja pemeriksaan pitakreldakukan ?
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16.Apakah auditor internal kredit menggunakan kritérigderia dalam
melakukan pemeriksaan kredit ?

17.Apa saja yang menjadi kriteria dalam pemeriksaamkrpditan yang
dilakukan?

18.Apa metode pengumpulan data/ temuan yang dilakdiatam pemeriksaan
perkreditan yang dilakukan Auditor Internal Kredit

19. Apakah temuan-temuan yang diperoleh didokumentasikéam Kertas Kerja
Audit ?

20. Apakah auditor internal kredit selalu mengkonfiritasnuan yang diperoleh
dan meminta komitmen dan waktu yang dibutuhkan Biakari Cabang
Utama Padang dalam meperbaiki kekurangan yang ual&m dalam
pemeriksaan kredit ?

21.Bagaimana proses tersebut dilakukan ?

22.Apakah Auditor Internal membuat LHA untuk dikirintk&ke Bank Nagari
Cabang Utama Padang ?

23.Bagaimana proses pelaporan hasil audit terselakudian ?

24.Apa saja hal-hal yang diuraikan dalam Laporan Hasdlit tersebut ?

25.Apakah auditor internal selalu melakukan pengawasaak lanjut hasil
audit ?

26.Bagaimana proses pengawasan tindak lanjut hastlteusebut dilakukan ?
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[I. Wawancara kepada Bagian Kredit Bank Nagari Cabang thma Padang

1.

2.

Bagaimana Struktur Organisasi Kredit Bank NagabdPg Utama Padang ?
Pihak-pihak mana yang terkait dengan kegiatan pditan pada Bank Nagari
Cabang Utama Padang ?

Apa saja wewenang dan tugas dari pihak-pihak tatseb

. Bagaimana pelaksanaan perkreditan yang dijalankamk BNagari Cabang

Utama Padang?

Apakah Bank Nagari Cabang Utama Padang memberdspon yang baik
atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor iatdaredit ?

Apakah Bank Nagari Cabang Utama Padang selalu m@nigaporan Tindak
Lanjut Hasil Audit ke Divisi Pengawasan ?

Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam Laporan dkndanjut Hasil Audit

tersebut ?
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